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PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN”
A. KONSONAN
I;'::;f Nama Huruf Latin i':.;l’f Nama E::::l f
‘ alif | Tidak dilambangkan L ta :
- ba b L za z
- ta t d ‘ain
< S § & gain g
cC jim J — fa £
C ha h 3 gaf q
z kha kh & kaf k
2 dal d J lam 1
3 zal z mim m
J ra r nun n
J zai z 3 wau w
&g sin s A ha h
i | syin sy ¢ | hamzah | ...
o sad s @ ya .
o dad d

") Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi
Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri P & K Nomor:
0543/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah
direvisi, Jakarta, 2003.
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B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin
— fathah a
- kasroh 1
= dammah u

Contoh : <8 : kataba
< Yazhabu

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf Nama Gabungan Huruf
¢ — Fathah dan ya ai
3 Z Fathah dan wau . au

Contoh : «S : Kaifa
Js» :Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Tanda dan huruf Nama Gabungan Huruf
6 — Fathah dan alif atau ya 3
& - Kasrah dan ya i
§— Dammah dan wawu i

Contoh : J¥ ; qila J8 :qila

1X



4. Ta Marbutah

a. TaMarbutah hidup
Ta marbutah hidup ataupun mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah /h/

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan dengan /b/

Contoh : Jik¥lday; : raudah al-affal dalls : falhah
- raudatul atfal
5. Syaddah (Tasydid)
Tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh : Y& :rabbana J3> :nazzala

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu : “ J! ” dalam transliterasinya dibedakan antara kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti huruf

qamariyah.



a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai bunyi, yaitu huruf/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
kata sambung atau hubung.

Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, jika terletak di tengah

dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

a. Hamzah di awal : < yel : umirtu JS' : akala

b. Hamzah di tengah : 05l ta’khuzina OJEU - ta’kultina

c. Hamzah di akhir : ¢4 :syai'un ¢ :an-nau’u
Penulisan Kata

Penulisan kata ada dua cara yakni dengan tetap menjaga bunyi lafal
dengan bunyi huruf.

Contoh : il »a sgd & s : wa innallaha lahuwa khairur al-raziqin

- wa innallaha lahuwa khairur razigin

X1



9. Huruf K4pital
Huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri dan
permulaan kalimat.

Contoh : Jsu_ ¥t 2aasley : Wa ma Muhammadun illa rasil
Oalall oy d aasdl : Al-hamdu lillahi rabbil-'alamin

10. Singkatan

SWT : Subhanahu Wa Ta’ala
SAW : Sallallahu ‘alaihi Wa Sallam
.t : Tanpa tahun

ttp :Tanpa Tempat Penerbit
hal.  : Halaman

dkk. : Dan kawan-kawan

UU  : Undang-undang

UUK : Undang-undang Kepailitan
No. : Nomor

Cet. :Cetakan

Terj. : Terjemah

RA  : Radiyallahu ‘Anhu

HR  : Hadits Riwayat

Xil



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....ooiiii e 1
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .........ccccocoieiiiiciiiciieeeeee e, ii
HALAMAN PENGESAHAN .......cocooiiiiiiiiiiceettte e iii
HALAMAN MOTTO ..ottt v
HALAMAN PERSEMBAHAN ..ottt \
KATA PENGANTAR .......ocoooitieteeee ettt vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ..ot viii
DAFTAR ISI ..ot Xiil
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar. Belakang Masalah................................................ 1
B. Penegasan Istilah...........ccoooooniii 6
C. Rumusan Masalah ...............c..c..ooooo. — 8
D. Tujuan dan Kegunaan........................oooooooioi 8
E. Telaah Pustaka............cccooocemmmmminiiiiiioioececee o) 8
F. Metdde Penelitian............ccooooii 12
G. Sistematika Pembahasan ............................................. 15
BAB II KONSEP AT-TAFLIS DAN MEKANISME
PENYELESAIANNYA
A. Pengertian at-Taflis .........cccooooiiiiiiioiiiie 18
B. Dasar Hukumar-Taffis.............cooooeei i 20
C. Syarat-syarat at-Taflis ... 22

X111



BAB II1

BAB 1V

BAB YV

D. Akibat Hukum bagi Muflis .......cccceveeverencemreriennceerrenneseenes 23
'E. Mekanisme Penyelesaian af-Taflis .........ccccoovvvvunnennnnrnnnnns 24

KONSEP KEPAILITAN DALAM UU NO. 4 TAHUN 1998

A. Kepailitan ........cooevveveeiniiieiieienerenecre e 34
1. Pengertian.........cococoeerieeneeenveeeeieteesee e 34
2. Sejarah Hukum Kepailitan ..........c.cccoceveniivnnnnnnennn. 37
3. Tujuan dan Asas Hukum Kepailitan ...........c.ccceeeeeeee. 40

4. Syarat-syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan... 42

5. Akibat Hukum bagi Debitor Pailit.............c.c.coven....... 48
B. Mekanisme Penyelesaian Kepailitan..............ccccoeueneneee. 52
L. Veriftkasi .......occovvviieiiniiiiieiiiieee e anens 53
2. Perdamaian ........cccccoveeieinninneennreciceeecee e 55 .
3. Insolvensi atau Pemberesan Harta pailit...................... 57
4. Rehabilitasi.....ccccocerirevercenrerierinreereeeceeec e 58
ANALISIS PERBANDINGAN MEKANISME

PENYELASAIAN KEPAILITAN MENURUT HUKUM

ISLAM DAN UU NO. 4 TH. 1998

A. Unsur-unsur Kepailitan .........ccocoeeeeeevriiincviciireeeennen. 60
B. Institusi PEmMUtus .......ccoooviveiiviiiiicieiieeeceeeeeeee e 64
C. Akibat Kepailitan ..........ccccovcerverevreiecievreniececceceseee e 69
PENUTUP

A. Kesimpulan........oooooiiviiiiiniineeee e 77
B. Saran-saran...........cccccoooieieninnieeee e 78

X1iv



C. Kata Penutup
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

----------------------------------------------------------------------

XV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

[slam scbagai agama yang bersifat universal dan fleksibel, memiliki
seperangkat aturan hukum yang dibutuhkan manusia untuk mengatur perilaku
kehidupan seluruh umat manusia dalam segala aspeknva. Hukum Islam tidak
hanya mengatur masalah ibadah ritual (hablum minallah) saja, tetapi juga
mengatur masalah muamalah (hablum minannas) seperti jual beli, hutang piutang
dan sewa menyewa. Dalam bermuamalah Islam telah memberikan pedoman-
pedoman dasar tentang hubungan kemanusiaan yang berasaskan nilai-nilai
keadilan dan kemaslahatan. [slam juga telah memberikan aturan bermuamalah
kepada manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tidak
selamanya kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dengan usahanya, karena
manusia mengalami pasang surut. Ada masa-masa percobaan yang diberikan oleh
Allah sebagimana yang telah di firmankan dalam al-Qur’an : “Dan sungguh kami
berikan cobaan bagi kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan
harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang
yang sabar.” (Q.S. 1'3;1-13.':1qarah:155).1 Dalam keadaan seperti ini, seseorang yang
memiliki keluarga yang harus dipelihara serta kebutuhan-kebutuhan yang harus

dipenuhi, maka akan timbul problem yang menyebabkan seseorang tersebut akan

' Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, A/-Qur'an dan Terjemalnya,
cet. 10 (Bandung: Diponegoro, 2004), hal 18.



membutuhkan orang lain, tetangga, kerabat, handai-tolan untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara berhutang,

Islam tidak melarang adanya hutang-piutang, bahkan membolehkannya,
karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong dan kerelaan. Hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah : 2

550 0 (e V55 ¥y 580 i L 15055,

“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tagwa,

dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ™~

Selain itu al-Qur’an juga telah menjelaskan tentang pembayaran kembali

atas hutang seperti dalam surat an-Nisa : 58
(AT Y sl 1 ) G

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya »3
Dalam kenyataannya, orang yang berhutang tidaklah selalu dapat
membayar kembali hutang tersebut sesuai dengan yang telah direncanakannya.
Disinilah letak arti kerelaan, di mana kerelaan pada pengertian hutang tersebut
tidak berhenti pada kerelaan hanya dalam memberikan hutang saja, tetapi
berlanjut kepada unsur kerelaan dalam memberikan kelonggaran bagi orang yang
berhutang ketika mengalami kesulitan dalam mengembalikan hutangnya.

Berkaitan dengan hal ini Allah telah memberikan satu petunjuk dalam Q.S. al-

Baqarah : 280

2 Ibid., hal. 85.
3 Ibid., hal. 69.
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“ Dan jika (orang berutang itw Jdalam kesukaran, maka berilah tangguh
sampai ia berlapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) ifu,
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. !

Dalam hal di mana seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban-
kewajibannya maka orang itu disebut pailit yang berarti bangkrut atau jatuh
miskin.> Dalam syara’ istilah pailit /ar-taflis) digunakan untuk dua makna.
Pertama, apabila hutang debitur melebihi hartanya, schingga hutangnya tidak
bisa dilunasi. Kedua, jika seseorang sama sekali tidak mempunyai harta yang
konkret® Adapun dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah SAW., yang

berbunyi:

w Ll R, e dh e AlL o ae G
R soe 0o ek 0 Kl Ue im0 U s Sl Ty
oA oo ol de 5 K e e ke e A
00 Ll S - U8 A, e B T A ke, 5 G 5

7oy 3 Ay &‘J@m@\_ud;)“

* Ibid., hal. 37.
* M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Bisnis dalam Islam (Jakarta' PT. RajaGrafindo
Persada, 2003), hal. 198.

S Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. jilid 3. cet. 1, terj MA. Abdurrahman dan A. Haris
Abdullah (Semarang CV. Asy-Syifa, tt), hal. 331

7 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud. Jilid 2 (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-
Khalabi wa Auladihi, 1952), hal. 153.



“Dari Abi Hurairah R A bahwa Rasulullah SAW., bersabda: 'Siapapun yang
bangkrut, lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada sibangkrut,
maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnva itu daripada
yang lainnya. "8

Seseorang yang pailit, menurut ulama mazhab Maliki dapat dikenakan
status di bawah pengampunan ( al-Hajr) hakim apabila ada pengaduan dari
kreditor dan kemudian mendapat penetapan dari hakim, bahkan ia berwenang

untuk memenjarakaan orang tersebut dan menjual hartanya untuk membayar

hutangnya.’

Indonesia sebagai negara hukum juga memberikan aturan-aturan hukum
untuk mengatur berbagai kepentingan penduduknya, termasuk aturan tentang
kepailitan sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam pasal
1131 dan 1132 KUH-Perdata.. Pasal 1131 KUH-Perdata menetapkan bahwa
semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang
sekarang ada maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada), menjadi
tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya. Selanjutnya pasal 1132 KUH-
Perdata menentukan bahwa benda-benda 1tu dimaksudkan sebagai jaminan bagi
para kreditornya bersama-sama, dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan

dibagikan di antara mereka secara seimbang. 10

® Hafidz al-Mundziry, Tarjamah Sunan Abi Davd, jilid 4, terj. Ustadz Bey Arifin, dkk
(Semarang: CV. Asy-Syifa,1993), hal. 113.

* M. Ali Hasan, Op. Cit., hal. 216.

'0 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdaia. cet. 29 (Jakarta:
Pradnya Paramitha, 1999), hal. 291.



Dalam prakteknva pernyataan pailit ini lahir dan kelalaian seseorang

debitur, yang melakukan wanprestasi.'' Seorang debitur dikatakan lalai, apabila
tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinva atau memenuhinya

tetapi tidak seperti yang telah dijanjikan."? Para kreditur yang merasa dirugikan

akibat dari kelalaian debitur tersebut dapat mengajukan permohonan pernyataan
pailit, sesuai dengan ketentuan pasal 1 (1) UUK:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit
dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagimana dalam pasal 2, baik atas

permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih
. 3
kredltumya.”]

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui penasehat
hukum guna mendapatkan sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur
untuk kemudian diadakan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang
meliputi penyelamatan, pengelolaan, penjaminan dan penjualan yang dilakukan
oleh kurator. Dengan demikian debitur akan kehilangan haknya untuk bertindak

secara bebas atas harta kekayaannya.'*

Dari pernyataan-pernyataan di atas muncullah permasalahan tentang
bagaimana penyelesaian sengketa utang-piutang antara kreditur dan debitur pailit

agar para kreditur dapat memperoleh hak-haknya kembali menurut hukum yang

! Wanprestasi adalah lawan dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu vang diberikan, dijanjikan,

atau dilakukan secara timbal balik. Dengan kata lain wanprestasi adalah ingkar janji. Keterangan lebih
lanjut lihat: Zainal Asikin. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, cet. 2
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 24.

12 Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. 27 (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 147
13 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kepailitan, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),

hal. 10

'* Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan (t.tp: Bayu Media, 2003), hal. 16-17.



berlaku. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang
kepailitan ini baik ditinjau dari hukum perdata positif maupun hukum Islam
dengan judul skripsi: “Mekanisme Penyelesaian Kepailitan menurut Hukum

Islam dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.”

B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul di atas,
maka penulis akan tegaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul di
atas,
1. Mekanisme : cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). "’
2. Penyelesaian : proses, perbuatan, cara menyelesaikan dalam berbagai arti
seperti pemberesan, pe:mec:ahan.16
3. Kepailitan berasal dari kata pailit yaitu suatu keadaan di mana seseorang
tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya berdasarkan Hakim;

bangkrut.'” Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Dalam hukum perdata positif, kata pailit mengacu pada keadaan debitur (bisa
orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan
pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utangnya (tidak mampu
melunasi utang), yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaan
sehingga debitur tidak berhak lagi mengurus harta bendanya. '®

¥ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
'ndonesia, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 570.

6 Ibid., hal. 801.

'7 Sudarsono, Kamus Hukum, cet. 2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 336.

'8 Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. | (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Joeve, 1996), hal. 1361.



Istilah pailit dalam Islam dikenal dengan sebutan if/as yang artinya tidak
memiliki harta, dan orang yang pailit disebut muffis. Sedangkan keputusan
hakim yang mepyatakan bahwa seseorang jatuh pailit disebut saffis. Ulama
fiqih mendefinisikan faflis sebagai keputusan hakim yang melarang seseorang
bertindak atas hartanya, dan larangan itu disebut a/-Hajr."

4. Hukum Islam adalah : kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan
untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadits
Nabi SAW., pendapat sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang
berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.

5. UU No. 4 Tahun 1998 adalah : rangkaian peraturan-peraturan hukum yang
berkaitan dengan masalah kepailitan yang merupakan penyempurnaan dari
peraturan kepailitan (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348) yang telah dirubah
dengan PP No. 1 Tahun 1998 dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-
Undang Republik Indonesia yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 135 Tahun 1998.%'

Dari uraian penegasan judul di atas maka yang dimaksud judul skripsi ini
adalah : mekanisme penyelesaian kepailitan baik menurut hukum Islam maupun

UU No. 4 Tahun 1998 sebagai usaha untuk mengetahui perbandingan hukum di

antara keduanya.

"> M. Ali Hasan, Op. Cit., hal. 195.
% Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Op. Cit., hal. 575.
2! Rahayu Hartini, Op. Cit., hal 9.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah tersebut di atas
maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: .
1. Bagaimana ketentuan kepailitan dalam hukum Islam dan UU No. 4 Tahun
19987
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang

mekanisme penyelesaian kepailitan?

D. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan atas dasar dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui
bagaimar_xa ketentuan-ketentuan dalam hal kepailitan baik menurut hukum Islam
maupun UU No. 4 Tahun 1998. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pandangan
hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang mekanisme penyelesaian
kepailitaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi
ilmu pengetahuan khususnya di bidang figh muamalah sebagai usaha untuk
membumikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Diharapkan penelitian ini dapat
memperkaya wawasan hukum Islam dan hukum positif bagi peneliti khususnya

dan pembaca pada umumnya.

E. Telaah Pustaka
Pembahasan mengenai kepailitan dalam hukum Islam terdapat dalam
kitab-kitab figh klaéik. Selain itu juga terdapat dalam buku-buku figh muamalah
yang biasanya terdapat dalam Bab taffis ataupun dalam Bab al-Hajr

(pengampuan).



Dalam buku Figh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam) karya Hendi
Suhendi. dijelaskan bahwa pinjaman atau hutang dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu
pinjaman yang tidak menghasilkan (konsumtif) dan pinjaman yang menghasilkan
atau dikhususkan untuk usaha (produktif). Untuk pinjaman yang bersifat
konsumtif apabila tejadi kesulitan dalam pengembaliannya maka dianjurkan
kepada pemilik harta untuk memberi kelonggaran atau bahkan
me:nghapuskem.nya.22

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Aacam Transaksi
dalam Islam membahas tentang debitur baik lembaga maupun perorangan yang
dinyatakan pailit oleh Hakim dan tidak bisa membayar atau melunasi hutangnya,
maka ia tidak berhak atas harta miliknya. Hal tersebut dimaksudkan untuk
menjamin hutang debitur kepada kreditur. Sebagai konsekuensinya maka sisa
harta debitur menjadi hak kreditur.”’ Akan tetapi apabila harta vang dijaminkan
debitur ketika dieksekusi ternyata melebihi dari nilai hutangnya kepada kreditur,

maka sisa harta tersebut menjadi hak dari debitur.?*

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayarul Mujtahid mengemukakan tentang

perbedaan pendapat dalam hal apakah penguasa dapat membatasi tindakan orang
yang pailit terhadap hartanya, sehingga ia menjualnya dan membagikan kepada

para krediturnya secara seimbang ataukah orang tersebut harus ditahan(dipenjara)

? Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam), Jakarta: PT. RajaGrafindo'

Persada, 2002), hal. 302.

2 M. Ali Hasan, Op. Cit., hal. 196.
% Hendi Sehendi, Loc. Cir.
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sehingga memberikan semua hartanya kepada para kreditur berdasarkan
kesepaka’tan.25

Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku Figih Lima Mazhab
menyebutkan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa seorang mufiis tidak
dilarang menggunakan hartanya, sebesar apapun hutangnya kecuali setelah
adanya larangan dari hakim (al-Hajr), disebutkan pula syarat-syarat seseorang
berada dalam al-Hajr, beserta sebab-sebabnya termasuk di daiamnya adaiah

orang yang bangkrut.2®

imam Muhammad as-Syaukani daiam kitabnya: Nailul Authar dijelaskan
bahwa kreditur berhak/boleh mengambil apa saja yang ada pada muflts kecuali
kebutuhan dasarnya. Jika debitur terbukti pailit, penguasa tidak boleh
menahannya ataupun menghukum tetapi ia berwenang melarang membelanjakan

harta dan berwenang pula untuk menjualnya.*’

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya: Al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba'ah
antara lain membahas tentang perbedaan pendapat seputar al-Hajr meliputi
pengertiaan dan sebab-sebab adanya larangan.”®

Adapun kepailitan dalam hukum perdata antara lain terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 4 Tahun 1998, juga terdapat dalam

buku-buku tentang kepailitan, yaitu:

2% Ibnu Rusyd, Loc. Cit.

% Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab: Ja fari, Hanafi, maliki, Syafi i,
Hambali, cet. 1, terj. Masykur A.B, et. al. (Jakarta: Lentera, 2002).

%7 Imam Muhammad as-Syaukani, Nailul Authar, jilid 5, terj. Adib Bisri Mustafa, et.al.
(Semarang: CV. Asy-Syifa, 1t.).

28 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Figh ‘ald Mazahib al-Arba ah, jilid 2, cet. 6 (Mesir: Maktabah
at-Tyanyat al-Kubra, tt.).



IL.M.N. Purwosuyipto dalam bukunya . P’engertiun Pokok  Hukum
Dagang  Indonesia,  Perwasitan,  Kepailitan,  dan - Penundaan Pembavaran
disebutkan bahwa untuk perkembangannya, setiap perusahaaan pasti mempunyai
hutang. Bagi perusahaaan hutang bukanlah suatu hal yang buruk, asalkan mampu
membayar kembali hutang tersebut. Perusahaan yang seperti ini disebut
perusahaan yang solvable. Sebaliknya, perusahaan yang sudah tidak bisa
mengembalikan hutang-hutangnya disebut insolvable. Pada perusahaan seperti
ini hakim dapat menjatuhkan pailit.?’

Zainal Asikin dalam bukunya : Hukum Kepailitan dan Penundaan
Pembayaran di Indonesia, dijelaskan tentang syarat-syarat seorang debitur dapat
dinyatakan pailit, yakni : terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila
seseorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau lagi membayar hutang-
hutangnya dan harus terdapat lebih dari seorang kreditur, dan salah seorang dari
mereka itu piutangnya sudah dapat ditagih atau sudah jatuh tempo.*

Dalam buku Hukum Kepailitan karya Rahayu Hartini, beliau
menambahkan satu syarat lagi yaitu debitur dapat dinyatakan pailit atas
permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih
kreditornya, sesuai dengan pasal 1 UUK. Selain itu dalam bukunya

juga dijelaskan bagaimana prosedur pengajuan permohonan

¥ HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan,
Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, cet. 3 (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 27.

30 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Perundaan Pembayaran di Indonesia, cet. 2
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 30.
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pernyataan pailit hingga upaya hukumnya serta akibat-akibat yang ditimbulkan
dari pernyataan pailit *'

Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok hukum Perdata disebutkan bahwa
pernyataan pailit pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan
umum atas kekayaan siberhutang yaitu sega!a harta benda siberhutang dibekukan

untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya.’’Sedangkan dalam

buku yang berjudul Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia karya Victor M.
Situmorang dan Hendri Soekarso disebutkan bahwa maksud dari kepailitan 1aiah
untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara

perorangan. >

Untuk mendukung penelaahan pustaka yang lebih baik seperti yang
diharapkan, maka penulis telah berusaha melakukan penelitian terhadap bahan-
bahan kepustakaan. Dari hasil pelacakan literatur di atas, penulis belum
menemukan adanya suatu penelitian yang mengkaji tema kepailitan ditinjau dari

hukum Islam dan hukum perdata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) yaitu suatu

penehitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Hal ini,

*! Rahayu Hartini, Op. Cit.
*2 Subekti, Op. Cir., hal. 230
*¥ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia

(Jakarta: PI'. Rineka Cipta, 1994), hal. 13



—
(8]

diiakukan meialui penyeiidikan atau pengkajian buku-buku atau literatur-
literatur yang relevan dengan permasaiahan yang akan dibahas. Kemudian
dari data yang diperoleh akan dianalisa.**

Tipe penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mula-muia penelitian ini hanya
berusaha mendiskripsikan informasi yang berhubungan dengan
permasailaham kepailitan baik dari hukum Islam maupun hukum perdata,
yang diakhiri dengan analisis mengenai permasalahan tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Data-data dikumpuikan dari sumber-sumber pustaka yang memuat atau
paling tidak reievan dengan topik penelitian melalui metode dokumentasi,
yakni mencari data mengenai hai-hal atau variabel-variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah dan lain-lain.* Data dibedakan

menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer
merupakan data utama yang dalam penelitian ini berupa sumber-sumber
pustaka yang berkaitan dengan kepailitan baik menurut hukum Isiam maupun
hukum perdata. Sebagai sumber data utama yaitu Al-Quran, al-Sunnah,
Kitab-kitab Figh dan UU No. 4 Th 1998 tentang kepailitan. Sedangkan data
sekunder merupakan data penunjang yang berupa sumber-sumber pustaka
yang dapat membantu menjelaskan atau bahkan memecahkan permasaiahan-

permasalahan yang timbul dari data primer. Misalnya buku-buku hasii karya

3* Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal 3.

i3T5,

33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:- Suatu Pendekatan Prakiek, cet. 2 (Jakarta:

Rineka Cipta, 1998), hal. 236




para ulama, ahli hukum dan para pemikir yang berkaitan dengan masalah
kepailitan, disamping Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Metode Pendekatan
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yang bersifat normatif. Dengan demikian corak penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum
doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.*®

5. Metode Analisa Data
Data-data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan

metode content analysis®’’ secara kualitatif,”® yaitu dengan menjabarkan dan

menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang terdapat
dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Di samping itu juga
menggunakan model analisis perbandingan atau metode komparatif yaitu
meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau

fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang
lain.* Metode ini digunakan untuk mencari kaitan antara hukum Islam dan

hukum positif dalam permasalahan kepailitan, penulis membandingkan isi

dan kebijaksanaan yang terkandung dalam kedua hukum tersebut,

36 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Prakrek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal.
13.

37 Soejono dan Abdurrahman, Mefode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 13.

3 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 49.

3% Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 143.
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sclanjutnya dari hasil perbandingan  ditarik kesimpulan scbagai hasil

penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis
sengaja mengelompokkan menjadi beberapa bagian. Adapun pembagiaannya
adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi, Latar Belakang Masalah,
Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka,
Metode Penelitian dan terakhir adalah Sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan konsepsional tentang at-7uflis menurut
hukum Islam yang meliputi, Pengertian ar-Taflis, dasar hukum, syarat-syarat,
mekanisme penyelesaian dan akibat hukum bagi muflis,.

Bab ketiga akan diuraikan tentang kepailitan menurut Undang-Undang
No. 4 Tahun 1998 yang terbagi menjadi dua sub pokok bahasan. Sub pokok.
bahasan pertama membahas tentang kepailitan yang meliputi pengertian, sejarah
hukum kepailitan, syarat-syarat dan prosedur pengajuan permohonan pernyataan
pailit, akibat pernyataan pailit, dan akibat kepailitan. Sedangkan sub pokok
bahasan kedua membahas tentaang mekanisme penyelesaian kepailitan yang
meliputi verifikasi, perdamaian, insolvensi dan rehabilitasi.

Adapun bab empat membahas tentang analisis perbandingan mekanisme
penyelesaian kepailitan menurut hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998.
Dengan berakhirnya bab empat, maka pembahasan pokok dalam penelitian i
telah selesai. Sedangkan bab lima akan menutup keseluruhan tulisan ini dengan

kesimpulan dan saran-saran yang dianggap urgen.




BAB II

KONSEP A7T-TAFLLS DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA

Islam tidak mengajarkan umatnya hanya berpangku tangan saja melainkan
mengajarkan umatnya agar senantiasa giat bekerja dan berusaha. Sejumlah petunjuk
al-Quran dan hadis Nabi SAW. yang mendorong umat Islam agar ikut terlibat aktif
dalam perdagangan dan komersial dalam skala yang lebih luas dan halal. Sebagian
besar perintah ini terutama menjelaskan perdagangan sebagai fadlillah yakni karunia

dan rahmat Allah seperti dalam firman Allah:

- -t
. s s 0% o - - o8 ,

CrsBlEs sl 4l Jimd e 550 G (b (5 g Al -

(Ve :da)al) ... dll‘ Lj.g.l..... <

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan
orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. v

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam menuntut umatnya untuk

melakukan perjalanan dan perlawatan yang jauh jika ingin sukses dalam

perdagangan. Al-Quran juga telah memberikan pedoman dasar dalam pelaksanaan

perdagangan yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nisa: 29

AL .

p 35 1S oy Yl Jllly PP PR EN KA A e

2o

“Sia yal

- =z

! Yayasan Penyelenggara Penterjemaly Pentafsir Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya, cet.
10 (Bandung: Diponegoro, 2004), hal. 459.

16
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jaln yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
suka sama suka di antara kamu. 2

Namun tidak setiap perdagangan yang dijalankan akan membawa keuntungan,
adakalanya seseorang mengalami kerugian. Dalam keadaan seperti ini seseorang yang
memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi maka akan timbul problem yang
menyebabkan seseorang tersebut akan membutuhkan orang lain yang dapat
membantu memenuhi kebutuhan hidupnya meski dengan cara berhutang. Dalam
hubungan hutang-piutang tidak terlepas dari adanya perjanjian. Perjanjian atau
kontrak dalam bahasa Arab disebut al- ‘agad yang secara harfiah berarti ikatan atau
kewajiban, maksudnya adalah mengadakan ikatan atau persetujuan. Pada saat kedua
pihak mengadakan perjanjian hutang-piutang disebut al- ‘agad, yakni ikatan untuk
memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Dari perjanjian tersebut
akan timbul akibat perjanjian yang disebut a/ 'uqud..* Al-Quran telah memberikan
petunjuk dalam hal ini untuk memenuhi semua kewajiban kita, yaitu:

(O sl .. Sl I 2 @

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itw.” (Q.S. Al-Maidah: | )

Dalam kenyataannya, orang yang berhutang tidaklah selalu dapat membayar
hutang-hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Orang yang tidak bisa
memenuhi kewajiban-kewajibannya disebut pailit (bangkrut), dalam figh dikenal

dengan istilah safTis.

2 Ibid., hal. 65.

3 A Rahman L. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari‘ah), cet. 1 (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 452

4 Yayasan Penyelenggara Penterjemaly Pentafsir Al-Quran, Op. Cit., hal. 84.
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A. Pengertian at-Taflis
Istilah pailit (bangkrut) dalam kitab-kitab hukum Islam (figh) biasa

disebut dengan istilah ar-taflis yang berasal dari kata: :J-“-E;' %:U.Je

Artinya: membuat pailit/ bangkrut.’ Sedangkan ulama figh mendefinisikan taflis:
AL 8 sl 0 4y Ll 500 (S

“Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya.”®
Lebih lanjut dijelaskan bahwa larangan tersebut dijatuhkan kepada debitur yang
memiliki hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Hal ini
dimaksudkan untuk menjamin hutangnya kepada kreditor.” Sedangkan menurut
syara’ faflis atau bangkrut ialah seseorang dimana hutangnya melebihi dari harta
yang ada padanya.® Orang yang bangkrut (muflis) dalam arti bahasa adalah orang
yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang yang bisa menutupi kebutuhannya.
Sedangkan dalam peristilahan ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh
hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena dia terlilit hutang yang
menghabiskan seluruh hartanya bahkan masih kurang jika ingin melunasi seluruh
hutangnya.’

Sayyid Sabiq mendefinisikan orang yang bangkrut (muflis) sebagai orang

yang tidak memiliki apa yang dipergunakan untuk menutup kebutuhannya, dan

5 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, cet. 3
(Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pon. Pes. Krapyak, 1998), hal. 1405

S M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2003), hal. 196.

7 Ibid

8 Imam Muhammad Asy-Syaukani, Terjemah Nailul Authar, jilid V, terj. Adib Bisri Mustafa
et. al., (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), hal. 677.

® Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i,
Hambali, cet. 1 terj. Masykur A. B, et. al. (Jakarta: Lentera, 2002), hal. 700.
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kefakirannya ini mencapai keadaan dimana dia dikatakan sebagai orang yang
tidak mempunyai uang.'? Muflis tidak hanya digunakan sebagai sebutan terhadap
orang yang tidak memiliki uang dan harta benda saja, tetapi juga untuk orang
yang tidak memiliki amal-amal kebaikan seperti diceritakan dalam sebuah hadits
di bawah ini.
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MUl (B ok o e Cia kb GAGURA (e 34 el
“Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan ‘Aliy bin Hajar keduanya
berkata: menceritakan kepada kami Isma’il (dan dia adalah Ibn Ja'far) dari al-
‘Ala’i dari ayahnya dari Ab1 Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
Adakah kamu tahu, siapa yang dinamakan muflis? Jawab mereka: Yang tidak
mempunyai uang dan harta benda. Kata beliau: Muflis itu ialah sebahagian dari
umatku yang di masa hidupnya bersembahyang, puasa dan membayar zakat
tetapi yang ini dicacinya yang itu dituduhnya, memakan harta orng, membunuh
ini dan memukul itu, maka dibayarlah ini dengan kebajikannya dan itu dengan
kebajikannya hingga habis, dan apabila habis semua kebajikannya sedang
utangnya belum selesai, diambillah kesalahan orang lain dibebankannya lalu ia
dilemparkan ke dalam neraka. »l2

'* Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid XIV, cet. 2, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung; PT.
Al-Ma’arif, 1998), hal. 197.

"' Imim Abd Husain Muslim ibn Hajjj ibn Muslim Al-Qusyairy An-Naisabury, Shahih
Muslim, juz 11 (Semarang: Toha Putra, t.t.), hal. 430.

2 A Razak dan Rais Lathief, Terjemahan Hadits Shahih Muslim, jilid TIL, cet. 3 (Jakarta:
Pustaka Al-Husna, 1991), hal. 215.
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Hasbi ash-Shiddieqi memberikan definisi taffis atau iffas adalah banyak
hutang dari harta, hingga tak dapat harta itu membayar segala hutang. Hakim
boleh mencegah orang yang dihukum muflis mentasarrufkan hartanya, agar tidak
memelaratkan orang yang memberi hutang kepadanya (mencegah muffis dari
mentasarrufkan hartanya dinamai ‘hajr atau hijr’ "

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa taffis
adalah keputusan yang dijatuhkan kepada muflis yang berisi larangan terhadapnya
dalam hal pengelolaan sisa harta yang dimilikinya.

Dasar Hukum az-Taflis
Orang yang memiliki hutang yang lebih besar daripada harta yang
dimilikinya akan kehilangan haknya atas harta tersebut. Dengan demikian
seluruh hartanya berada di bawah kekuasaan orang-orang yang memberi piutang
kepadanya. Dalam sebuah hadits:

wﬁu;ﬁwjﬁw-‘mwﬁ J.\:.l.umu.\

i ‘;_“n S JB sk 5 \.11@...4.1\ FUESANA
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427.

* Hasbi ash-Siddieqi, Hukum-Hukum Figh Islam, cet. S (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal,

* Imam Abii Husein Muslim bin Hajjdj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, juz. 1

(Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 681.
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“Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW. (atau “Aku
mendengar Rasulullah SAW.) bersabda: “Barangsiapa mendapati hartanya ada
pada seorang lelaki dalam keadaan masih utuh, sedangkan lelaki tadi telah
bangkrut (atau pada seseorang yang telah bangkrut) maka, dia (pemilik harta)
lebih berhak atas harta tersebut daripada orang lain.”’

Hadits tersebut menunjukkan bahwa yang paling berhak untuk menyita
harta yang ada pada orang yang bangkrut (muflis) adalah yang menghutangkan
(kreditornya), sebab dialah yang paling berhak atas barang-barangnya. Namun
bila persoalan ini diajukan ke pengadilan maka yang berhak melakukan
penyitaan ini adalah juru sita.'® Penyitaan ini dimaksudkan untuk menjual harta
orang yang bangkrut (muflis) untuk kemudian dibayarkan kepada orang-orang
yang berpiutang kepadanya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits:

oo i) Ty U G ) (o 4 G L o i
o) e S b o 4ol AL 36 B e iy 4

T(oSkall anaia y ik il
“Dari Ka'ab bin Malik dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. telah
menahan harta Mu'az dan beliau menjualnya untuk membayar hutangnya.
(Hadits riwayat ad-Daruquthny dan al-Hakim menshahihkannya.’®

Berdasarkan hadits tersebut, ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa
seorang hakim berhak menetapkan seseorang (debitur) sebagai orang yang pailit
(muflis) dan hakim berwenang untuk menjual hartanya untuk membayar hutang-

hutangnya.

'* Adib Bisri Mustafa et. al.,, Tarjamah Shahih Muslim, jilid TH, cet. 1 (Semarang: CV. Asy-

Syifa’, 1993), hal. 75.

‘j Hendi Suhendi, Figh Muamalah, cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 230.
"7 Imm Abi al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Bulighul Maram min Adilatil

Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 151.

'® A. Hasan, Terjemah Bulughul Maram (Bangil: Pustaka Tamam, 1958), hal. 450.
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C. Syarat-syarat at-TafTis

Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang muflis tidak dilarang

menggunakan hartanya sebesar apapun hutangnya sebelum adanya larangan

dari hakim, dan hakim tidak boleh melarang seseorang untuk mentasarrufkan

hartanya kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

L.

Orang tersebut betul-betul berhutang, dan hutangnya telah terbukti secara
syar’l.

Hartanya tidak melebihi jumlah hutangnya. Para ulama mazhab sepakat
atas kebolehan melarang orang tersebut ketika hartanya tidak memadai
untuk membayar hutangnya. Tetapi mereka berbeda pendapat jika harta
dan hutangnya sama besar. Imamiyah, Hanbali, dan Syafi’i berpendapat
bahwa orang tersebut tidak boleh dilarang membelanjakan hartanya.
Sedangkan ulama yang mengharuskan pelarangan itu antara lain: 2 murid
Abu Hanifah; Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Adapun
Imam Abu Hanifah sendiri menafikan adanya larangan tersebut sebab hal
itu dapat meruntuhkan potensi dan kemanusiaannya, karena merendahkan
status mereka sebagai manusia bebas dan mengekang hak asasinya.
Menurutnya, hakim hanya berhak memerintahkan untuk memprioritaskan
pembayaran hutang-hutangnya kepada para kreditornya.

Hutang tersebut sudah saatnya dibayar (jatuh tempo), bukan yang masih
mempunyai tenggang waktu. Akan tetapi bila sebagian telah terbayarkan

maka harus dilihat jika hartanya cukup untuk membayar hutang-hutangnya
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yang jatuh tempo maka dia tidak dilarang tetapi bila tidak cukup, dia harus
dilarang.
4. Pelarangan itu atas permintaan sebagian atau seluruh kreditornya. '
Sedikit berbeda dengan syarat-syarat yang diajukan oleh mazhab
Maliki. Menurut mazhab ini faffis hanya bisa dilaksanakan dengan 3
syarat,yaitu:
1. Taffis dituntut oleh kreditur, karenanya tidak sah tuntutan faflis dari
debitur atas dirinya sendiri.
2. Hutangnya sudah jatuh tempo, maka faffis karena hutang yang belum
sampai jatuh temponya tidak sah.
3. Hutangnya lebih banyak daripada hartanya, kalau jumlahnya sama dengan
hartanya maka faffis tersebut tidak sah.*’
D. Akibat Hukum
Menurut Mazhab Maliki faflts berakibat empat perkara, yaitu:
1. Dalam keadaan pertama dia (muflis) dilarang membelanjakan hartanya.
2. Muflis dilarang melakukan kegiatan jual beli dan membelanjakan
kebendaan.
3. Hartanya dibagi antara para kreditur.
4. Bila hutangnya ditangguhkan, maka sudah sampai jatuh temponya.?!
M. Ali Hasan menyebutkan bahwa apabila seseorang telah dinyatakan pailit

oleh hakim dan statusnya di bawah pengampuan, maka berakibat antara lain:

1 Muhammad Jawad Mughniyah, Op.Cit., hal. 701-702.
% Abdurrahman al-Jaziri, A-Figh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, terj, Moh. Zuhri, Figh Empat
Mazhab, glid ITL, cet. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1994), hal. 716.
Ibid. :
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1. la dilarang mclakukan tindakan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk
keperluan hidupnya.

2. la boleh dipenjarakan untuk menjaga keselamatan dirinya, dengan
ketentuan: hutangnya bersifat mendesak untuk dibayar, sedang ia enggan
untuk membayarnya dan para krediturnya menuntut kepada pengadilan
(hakim) untuk memenjarakannya.

3. Hartanya dijual untuk membayar hutang-hutangnya.

4. Harta orang lain yang masih ada di tangannya harus dikembalikan kepada
pemiliknya, dengan syarat barang tersebut benar-benar masih utuh dalam
artian belum .berubah dan belum tertukarkan. Jika telah berubah maka
menjadi hak bersama para kreditornya.

5. Jika dia tidak dipenjara, maka dia harus diawasi secara terus-menerus (Abu
Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani). Sedangkan
menurut jumhur ulama tidak perlu diawasi secara terus menerus karena akan
menghambat geraknya untuk mencari rizki guna melunasi hutangnya.”

i. Mekanisme Penyelesaian at-Taflis
Para ulama figh berbeda pendapat dalam penentuan status hukuman
terhadap orang yang telah dinyatakan pailit, apakah seorang muflis harus berada
di bawah pengampuan (a/-hajr) hakim atau harus ditahan/dipenjara ataukah diberi
kelonggaran waktu atau bahkan dibiarkan saja ketika dia betul-betul tidak
memiliki harta sama sekali. Untuk lebih jelasnya penulis akan membahas lebih

lanjut tentang a/-hajr ini.

22 M. Ali Hasan, Op. Cit., hal. 216.
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Pengertian al-Hajr
Al-hajr berasal dari kata: @-4 = e ;e yang berarti mencegah,

melarang.”’ Sedangkan menurut istilah, a/-Aajr didefinisikan sebagai:

o 0~

M) il el (o Ll
“Cegahan untuk pengelolaan harta. »23

Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan al/-hajr sebagai:
u)muu\.u‘}f d\.d‘ ng_s)a.a.ﬂ\ @A
“Larangan membelanjakan “harta atau uang karena sebab-sebab khusus.”

Menurut Sulaiman Rasyid, yang dimaksud dengan a/-hqjr ialah
melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, yang berhak
melarangnya ialah wali atau hakim.?’

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa al-hgjr ialah
larangan bagi seseorang untuk bertindak secara hukum terhadap hartanya
karena ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskan adanya larangan
tersebut.

Dasar Hukum a/-Hajr
Seseorang dapat ditetapkan statusnya di bawah pengampuan adalah

dengan berdasar kepada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 5 yang berbunyi:

2 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, cet. 14 (Surabaya:

ustaka Progres1f 1997), hal. 238.

™ AbG Yahyd Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahb bi Syarh Manhdj at-Tullab, juz 1-I

>emaran§ Toha Putra, t.t), hal. 205.

Hendi Suhendi, Op. Cit., hal. 221.
% «Abdurrahman al-Jaziri, Al-Figh ‘ald Mazahib al-Arba‘ah, jilid 1V (Mesir: Maktabah

uarlyat al kubra, t.t), hal. 347.

%7 Sulaiman Rasyid, Figh Islam (Jakarta: At-Tahiriyah, 1976), hal. 301
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“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna

akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah

sebagai pokok kehudupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. "%

Selanjutnya dalam ayat 6 dijelaskan:

peall Togndld 1037 e 220 1 ..
“..Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (éandai
memelihara) harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Juga firman Allah dalam Q.S. Al-Baqgarah: 282 yang berbunyi:

¢ 8 o7 a0 :o” oy io Y o1 Z 0 o @"’o o'y 6.5’, ’
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“Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (kea;iaannya)

atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur. "%

Dari ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa perkara yang
menimbulkan pengampuan adalah safih (kebodohan atau ketidakcakapan).
Yang dimaksud dengan sufaha adalah orang yang berlebih-lebihan dalam
penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak berguna bahkan cenderung
mencelakakan diri sendiri atau dengan kata lain safih ialah memboroskan
harta dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki syara’ dan

“aqal, walaupun untuk jalan kebajikan,*°

%8 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur’an, Op. Cit,, hal. 61

2 Ibid,, hal. 37. B

3% Mahmoud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Figih, tes;
Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 297. e
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Para ulama telah sepakat bahwa terhadap orang yang safih meskipun
telah dewasa boleh dikenakan pengampuan sampai ia bersifat rasyid (cerdas).
Akan tetapi Abu Hanifah dalam memberikan batas pengampuan tidak melihat
kepada rasyid yang sebenarnya namun ia hanya mendasarkan pada umur,
yakni 25 tahun. Ulama-ulama selain Abu Hanifah tidak hanya mendasarkan
pada umur saja tetapi juga pada rasyid yang sesungguhnya.3 !

Termasuk orang yang safir adalah muflis karena muflis termasuk
orang yang tidak bisa mengelola hartanya sehingga ia memiliki hutang yang
lebih banyak daripada harta yang dimilikinya. Oleh karenanya terhadap
mufTispun boleh dikenakan pengampuan. Adapun batasan rasyid akan nampak
jika ia telah pandai dalam mengelola hartanya terbukti dengan telah
dilunasinya hutang-hutangnya kepada para kreditornya.

3. Sebab-Sebab dan Tujuan al-Hajr

Al-Hajr yang diistilahkan sebagai pencegahan pemberian harta kepada

pemiliknya, dapat ditujukan pada 6 kelompok, yaitu:
Anak kecil
Orang gila
Orang yang bodoh (menghamburkan harta)
Muflis (orang miskin) karena hutang.

Orang yang sakit keras (mendekati matig
Hamba yang tidak diizinkan berdagang.”

me Ao ow

Adapun tujuan dari al-hajr terbagi menjadi dua tujuan. Pertama, untuk
kemaslahatan pemiliknya, seperti al-hajr pada anak kecil, orang gila dan

orang yang bodoh. Yang kedua adalah untuk kemaslahatan orang lain seperti

31 Ibid., hal. 298
32 Moh. Rifa’i, et. al., Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar (Semarang: CV. Toha Putra,
1978), hal. 198-200.
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pada muflis (pailit) karena banyaknya hutang, orang yang sakit keras
mendekati mati, dan hamba yang tidak diizinkan berdagang.**
Hendi Suhendi menyebutkan lebih banyak lagi sebab-sebab yang

dapat menjadikan seseorang dikenakan a/-hajr antara lain:

Di bawah umur

Bodoh (sufih)

Lemah rohani dan jasmani

Hamba

Sedang sakit keras

Sedang dijadikan borg dalam gadai
Bersuami bagi wanita

Murtad, dan

Jatuh bangkrut (muffis).”’

TE@ o o o

Muffis dilarang mengelola hartanya dengan tujuan untuk menjaga hak-
hak orang yang berpiutang (kreditornya) agar tidak dirugikan.
. Pelaksanaan al-Hajr bagi Muflis

Larangan membelanjakan harta bagi muffis yang sering disebut juga
dengan istilah pengampuan (al-hajr) 1ni, menurut mazhab Hanafi tidak akan
sah kecuali dengan keputusan hakim. Oleh karena itu ketika hakim telah
memutuskan, maka muflis tidak sah mentasarrufkan hartanya seperti untuk
sedekah, hibah, dan lain-lain. Pengampuan tersebut akan tetap sah meskipun
si muflis tidak berada di tempat. Maka untuk membatasi perbuatannya
disyaratkan adanya pemberitahuan atas pengampuan tersebut.

Dengan adanya penetapan dari hakim bahwa seseorang haqu berstatus

di bawah pengampuan (al-hajr) maka dengan itu ia akan kehilangan haknya

3 Ibid.
3% Hendi Suhendi, Op. Cit,, hal. 223-224.
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untuk mengelola hartanya. Adapun yang berhak mengurus hartanya adalah
hakim demi kepentingan para kreditornya. Hakim boleh menjual harta yang
ada pada muflis untuk kemudian dibagikan kepada para krediturnya sesuai
bagian mereka masing-masing. Menurut mazhab Syafi’i, hakim disunnahkan
melelang harta muffis dengan segera. Pelelangan (penjualan) tersebut harus
dengan harga umum dan tunai; tidak kredit. Jika tidak dengan cara demikian
maka akad jual beli tersebut tidak sah, kecuali ada persetujuan dari debitur
dan para krediturnya. Setelah dijual hasilnya dibagi di antara para kreditur
sesuai dengan bagian mereka masing-masing.>’> Sedangkan mazhab Maliki
memberikan beberapa alternatif dalam menyelesaikan masalah kepailitan ini,
antara lain:

a. Para kreditur dapat m_elarang muflis bertindak secara hukum terhadap sisa
hartanya, seperti berwasiat, menghadiahkan hartanya dan melakukan akad
mudharabah dengan pihak lain, muflis hanya boleh membelanjakan
hartanya untuk sesuatu yang sudah berjalan di kalangan masyarakat
seperti sedekah sedikit kepada peminta, nafkah hari raya fitrah dan
qurban, dan nafkah ayah terhadap anaknya dengan tidak berlebihan.

b. Persoalan hutang-piutang ini tidak diajukan kepada hakim dan pihak

debitor dan kreditor dapat melakukan perdamaian ( 7Eall ). Dengan

adanya as-sulh ini maka para kreditor dapat membagi sisa hartanya,

sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

35 Abdurrahman Al-Jaziri, Op. Cit., hal. 711
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c. Pihak kreditor mengajukan gugatan kepada hakim, supaya debitor
dinyatakan pailit dan setelah ditetapkan taffis tersebut sisa harta dibagikan
kepada para kreditornya.

Dalam pembagian harta, sebelumnya muflis disumpah bahwa dia
benar-benar tidak menyembunyikan hartanya sedikitpun. Hal ini sesuai denan

hadits yang berbunyi:

2, o0-

(e sl ol 5 ) 4 (22D o (pally o) o A
“Bukti itu atas yang menggugal, sedang sumpah atas tergugat atau atas
orang yang menolak gugatannya.” (HR. at-Tirmizi)*

Apabila dia telah bersumpah dan para kreditor sudah mengambil harta
yang ada pada muffis untuk dijual maka kemudian harta tersebut dibagi sesuai
dengan jumlah keseluruhan hutang. Dalam hal ini ada beberapa harta yang
dikecualikan yakni harta si muflis dalam bentuk rumah yang ia tinggali,
pembantu, dan kendaraannya tidak boleh dijual (pendapat Imamiyah, Abu
Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal). Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan
Imam Malik: semua harta harus dijual. Menurut M. Jawad Mughniyah yang
paling benar adalah segala sesuatu yang bisa disebut sebagai kebutuhan pokok
atau mendesak seperti pakaian, makanan, buku-buku yang sangat diperlukan,
perlengkapan-perlengkapan kerja, dan perabot rumah tangga yang semua itu

sangat diperlukan harus disisakan.’’

3 Hadits riwayat at-Tirmizi dengan hadis hasan sahih dari Muhammad bin Sahlibi ‘Askari

Bahdadi dan Muhammad bin Yasuf dari Nafi’ bin ‘Umar Jumaihi dari Abdullgh bin AbG Mulaikat dari
Ibn ‘Abbas Ibn ‘Isd Muhammad bin ‘Isa bin Surah at-Tirmizi, Suran at-Tirmizi (Beirat: Dar al-Fikr,
t.t), hal. 399.

37 M. Jawad Mughniyah, Op. Cit., hal. 702.
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Untuk debitur yang diketahui bahwa dia sebenarnya mampu tetapi dia
menolak melunasi hutangnya maka hakim harus memerintahkan kepadanya
untuk menyerahkan hartanya dan jika dia menolak, hakim boleh memilih
antara menjual hartanya untuk membayar hutang-hutangnya dari hasil
penjualan tersebut atau menahannya sampai dia mau melunasi hutangnya. Hal
ini didasarkan pada sebuah hadits:
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“Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan ‘Aliy bin
Muhammad, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Waki' mewartakan
kepada kami Wabr bin Abl Dulailah ath-Thaifiy mewartakan kepada kami
Muhammad bin Maimin bin Musaikah (Waki’ berkata dan memujinya
dengan baik) dari ‘Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah
SAW., bersabda: “Penguluran orang yang mampu membayar bisa
menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan hukumannya. ”

Ali Ath-Thanafisiy berkata: “Kehormatannya adalah dengan melaporkannya,
dan hukumannya adalah dengan menahannya. "

Menurut Abu Hanifah, hakim tidak boleh menjual harta orang tersebut
dengan cara paksa tetapi dia berhak menahannya. Sedangkan menurut Imam

Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal: hakim bahkan boleh menjual hartanya

38 Abii Abdulladh Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Swunan Ibnu Majah, jilid 111, cet. 1

(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 14.
39 Abdullah Sonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, jilid 111, cet. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa,

1993), hal. 234.
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untuk melunasi hutang-hutangnya..** Menurut mazhab Hanafi, hakim boleh

menahan semantara seorang muflis dengan 4 syarat:

a.

b.

Waktu pembayaran hutangnya telah jatuh tempo

Diketahui bahwa si muflis mampu membayar hutangnya tetapi tidak
dilakukannya.

Muflisnya bukan ayah dan atau ibu dari kreditor

Kreditor mengajukan tuntutan kepada halkim agar debitor dikenakan

penahanan semantara.

Sedangkan mazhab Maliki memberikan 4 syarat yang berbeda, yaitu:

Keadaan keluarganya tidak diketahui secara pasti

Kreditor mencurigai tindak-tanduk debitor bahwa dia tidak pailit tetapi
menyatakan tidak mempunyai harta (uang).

Debitor ternyata memiliki harta lain yang dapat membayar hutangnya
tetapi tidak mau membayarnya.

Hakim telah memaksa si muflis menjual hartanya untuk melunasi
hutangnya, jika tidak mau juga hakim boleh memenjarakannya.*

Penahanan hanya dapat dibenarkan manakala orang tersebut memilki

harta yang riil. Jika orang tersebut terbukti bahwa dia benar-benar berada

dalam kesulitan yang nyata maka dia dibiarkan saja, tidak boleh ditahan dan

ditunggu sampai ia mampu untuk melunasinya. Hal ini didasarkan pada

firman Allah dalam Q.S. Al-Baqgarah: 280 yang berbunyi:

40 pMuhammad Jawad Mughniyah, Op. Cit., hal. 705.
41 M. Ali Hasan, Op. Cit., hal. 200.
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“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangg;lh

sampai ia berlapang” 2

Ayat di atas menerangkan bahwa jika pihak yang berhutang sedang

dalam kesukaran agar diberi tempo, hingga dia sanggup membayarnya.
Sebaliknya bila yang berhutang dalam keadaan lapang maka ia wajib segera

membayar hutangnya.“"’ Sabda Rasulullah:
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“Mewartakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar; n;ewartakan kepada kami
Sufyan bin ‘Uyainah, dari Abuz Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Pemundaan orang yang mampu
membayar itu adalah dzalim. Dan apabila salah seorang di antara kalian
dipindahkan (pemg)ayaran hutangnya) kepada orang kaya, maka terimalah
pemindahan itu. "

Selanjutnya ayat:

gl S ) 8] A Vs
Menerangkan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berhutang dan
tidak tidak sanggup membayar hutangnya adalah lebih baik. Memberi sedekah
bisa dilakukan dengan cara membebaskannya dari pembayaran hutangnya

baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan jalan lain yang lebih baik.

42 yayasan Penyelenggara Penterjemaly Pentafsir Al-Quran, Op. Cit,, hal. 37.
43 Ui, Al-Quran dan Tafsirnya (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), hal. 483.
4 abii Abdullzh Muhammad bin Yazid Tonu Majah, Sunan Ibnu Majah, juz I1 (Beirat: Dar al-

Fikr, 19952, hal. 18. . '
45 A bdullah Sonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, jilid 111, cet. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa,

1993), hal. 214.




BAB III

KONSEP KEPAILITAN DALAM UU NO. 4 TAHUN 1998

A. Kepailitan

Dalam dunia usaha maupun dunia  perdagangan  untuk
perkembangannya selalu membutuhkan modal yang cukup besar guna
kemajuan usahanya. Semua itu tidak terlepas dari perbuatan hukum yang
menimbulkan perjanjian—perjanjian dalam bentuk hutang piutang yang
biasanya dilakukan dengan adanya suatu jaminan. Apabila dalam usahanya
mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar hutang-hutangnya yang
telah jatuh tempo, maka dalam hal ini lembaga kepailitan sangat diperlukan
untuk menjamin pelunasan hutang-hutang terhadap krediturnya.

1. Pengertian

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis failite yang berarti
kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah failliet.
Sedang dalam hukum Anglo America dikenal dengan Bankcrupty Act
sebagai undang—undangnya.]

Di Indonesia, istilah pailit dapat diartikan dengan merujuk pada
aturan lama yaitu pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepailitan (PK) atau
Faillisement Verordening (S. 1905-217 jo. S. 1906-348) yang

menyatakan:

I Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, cet. 1(t.tp.: Bayu Media, 2003), hal. 4.
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“Setiap debitur (orang yang berhutan i
g) yang tidak mampu memb

utang-utangnya yang berada dalam keadaan berhenti memlla)ayar ker:g:lri
utang-utangnya tersebut,- baik atas permintaannya sendiri maupun atas
permintaan seorang }credltur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang
kreqltumya, dapat diadakan putusan oleh Hakim yang menyatakan bahwa
debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.””

Istilah berhenti “berhenti membayar” tersebut tidak harus diartikan
secara mutlak bahwa debitur berhenti sama sekali untuk membayar utang-
utangnya, melainkan bahwa debitur tersebut pada waktu diajukan

permohonan pailit ke Pengadilan, berada dalam keadaan tidak dapat

membayar utangnya.’

Pengertian tersebut sedikit berbeda dengan ketentuan baru yang terdapat
dalam lampiran Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1 yang
menyebutkan
“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak

s . < memb.
set_h}cntnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, din;;, ayar
pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, baik atas permintaannya sendiri, maupun :
seorang atau lebih krediturnya.™ ’ pun atas permintaan

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pengadilan setelah
terpenuhinya segala persyaratan dalam pengajuan permohonannya dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit disebut dengan
istilah “kepailitan™.’

Apabila seorang debitur yang diketahui sedang mengalami

Kesulitan keuangan, tentu saja para kreditur akan berusaha menyelamatkan

2 Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Kepailitan, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika,

2003), hal. 109.

3 7ainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, cet. 2

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 25.

4 Ibid,, hal. 10.
5 7ainal Asikin, Loc. Cit.
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piutangnya. Ada 2 (dua) alternatif yang dapat dilakukan oleh para kreditur.
Pertama, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke
Pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta debitur. Kedua, kreditur
dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit ke
Pengadilan yang berwenang.

Jika kreditur menempuh alternatif pertama, maka hanya
kepentingan kreditur yang menggugat saja yang dicukupi dari harta yang
disita dan kemudian dilaksanakan eksekusi pemenuhan piutang dari
kreditur. Kreditur lain yang tidak melaksanakan gugatan tidak dilindungi
kepentingannya. Akan lain halnya jika kreditur memilih alternatif kedua,
maka dengan persyaratan pailit telah terpenuhi, maka jatuhlah sitaan
umum atas semua harta kekayaan debitur dan seluruh sita yang telah
dilaksanakan sebelumnya (bila ada) menjadi gugur. ©

Jadi esensi dari kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai
sitaan umum atas harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan
seluruh krediturnya dan mencegah penyitaan yang diminta kreditur secara
perorangan. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa dalam kepailitan ini
hanya meliputi harta kekayaan/benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia
tetap cakap melaksanakan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan. Akan
tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan dari kepailitan, antara lain :

a. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari

pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah pensiun, uang

6 Rahayu Hartini, Op. Cit., hal. 5-6.
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¢ Rahayu Hartini, Op. Cit., hal. 5-6.
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tunggu atau uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh

hakim pengawas.

b. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban

pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal

213,225, 321 KUHPerdata).

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan
hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam pasal 311 KUHPerdata.
pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur

pailit berdasarkan pasal 318 KUHPerdata.”

. Sejarah Hukum Kepailitan

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia dapat
dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yakni : periode sebelum Faillisement
berlaku, periode berlakunya Faillisement Verordening dan masa

berlakunya UU Kepailitan yang sekarang ini.

a. Sebelum Berlakunya Faillisement Verordening

Sebelum Faillisement Verordening berlaku, dulu Hukum
Kepailitan itu diatur dalam dua tempat, yaitu dalam :
1) Wet Book Van Koophandel (WVK), buku ketiga, yang berjudul :

Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van Kooplieden,

Ketidakmampuan Pedagang. Peraturan ini

atau Peraturan Tentang
raturan kepailitan bagi pedagang.

adalah pe

7 Ibid.
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2) Reglement op de Rechtsvordering (RV), S. 1847-52 bsd. 1849-63
buku ketiga Bab ketujuh, yang berjudul : Van den Staat van
Kennelijk Onvermogen (tentang keadaan nyata-nyata tidak
mampu). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-
orang bukan pedagang. Namun dalam prakteknya kedua peraturan
tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain :
banyaknya formalitas yang ditentukan, biaya tinggi, kreditur yang
tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya kepailitan dan
memakan waktu yang relatif lama ®

Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru, yang sederhana
dengan biaya yang ringan, yakni Faillissement Verordening (S. 1905-
217) untuk menggantikan 2 (dua) peraturan tersebut.

b. Masa Berlakunya Faillissement Verordening (S. 1905 No. 217 jo. S.

1906 No. 348)

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam Faillissement
Verordening, yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun
bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Peraturan
kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropah, Cina
dan golongan Timur Asing (S. 1924-556). Bagi goongan Indonesia asli
(pribumi) dapat saja menggunakan Faillissement Verordening ini

dengan cara melakukan penundukkan diri.

8 YM.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasiatan,
Kepailitan dan Pemmdaan Pembayaran, cet. 3 (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 24.
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Jalannya sejarah peraturan kepailitan di Indonesia inj adalah
sejalan dengan apa yang terjadi di negeri Belanda dengan melalui azas
konkordansi (pasal 1311 LS), yakni dimulai dengan berlakunya code
de commerce (tahun 1811-1838) yang membedakan status pedagang
dengan bukan pedagang. Kemudian pada tahun 1893 diganti dengan
Faillissementswet yang mulai berlaku pada 1 September 1896.°
. Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di
Asia termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 telah
menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian
nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan
usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban
pembayaran kepada para krediturnya. Salah satu persoalan mendesak
dan memerlukan pemecahan yang timbul dari gejolak moneter inj
adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian
dibutuhkan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, efektif
dan terbuka. Hal inilah yang mendorong penyempurnaan terhadap

beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepailitan (S. 1905 No. 217 jo.

1906 No. 348).1°

Secara umum prosedur yang diatur dalam Faillissement
Verordening tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini

jarang digunakan, maka mekanisme yang diatur didalamnya menjadi

9 Rahayu Hartini, Op. Cit., hal. 8.
10 Redayl?si Sinar Grafika, Op. Cit,, hal. 8.
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semakin kurang teruji. Sementara seiring dengan berjalannya waktu
kehidupan perekonomian terus berkembang pesat, maka sudah
seharusnya bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan
sarana hukum yang memadai. Maka kemudian dilaksanakanlah
penyempurnaan atas Peraturan  Kepailitan atau  Faillisement
Verordening melalui PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan
sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi
UU RI No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan
diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang
tertuang dalam Lembaran Negara RI (LNRI) tahun 1998 No. 135.
Maka sejak tanggal undang-undang tersebut disahkan, berlakukan
Undang-undang Kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih
merupakan tambahan dan pengurangan dari aturan sebelumnya yaitu

Peraturan Kepailitan atau Faillissement Verordening.

3. Tujuan dan Azas Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan pada hakekatnya bertujuan untuk mencegah
terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur seperti memaksa dengan
berbagai cara agar debitur melunasi hutangnya. Apalagi jika debitur
memiliki lebih dari satu kreditur, maka adanya hukum kepailitan adalah

untuk menjamin keadilan dan ketertiban, supaya semua orang yang
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berpiutang mendapat pembayaran menurut perimbangan besar kecilnya
piutang masing-masing dengan tidak saling berebut. t

Dengan kata lain pada dasamnya kepailitan ini bertujuan utnuk
mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan si berhutang yaitu
segala harta benda debitur disita untuk kepentingan semua orang yang

menghutangkannya serta mencegah sitaan dan eksekusi dari seorang atau

lebih krediturnya secara perorangan.

Adapun azas yang digunakan oleh lembaga kepailitan sebagai
lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting adalah asas yang
terkandung dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata tentang tanggung

jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.

Menurut Pasal 1131 yang berbunyi :

«Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, baik yang sudah ada
maupun yang bar?zakan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk
segala perikatan.”

Dan pasal 1132 berbunyi :

«Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan.”"

Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan adanya asas jaminan

kepastian pembayaran atas suatu transaksi yang telah dilakul

kreditur dan debitur. Kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang

Hukum Perdata, cet. 27 (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 230,

11 gubekti, Pokok-pokok Huwum |
12 gubekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. 29 (Jakarta:

Pradnya Paramitha, 1999), hal. 291.
13 Ibid.



masih akan ada di kemudian hari merupakan jaminan bersama bagi semua

krediturnya secara proporsional, kecuali bagi kreditur yang mempunyai
hak preferensi.

Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung dalam dua pasal di atas
adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur

atau para kreditur terhadap transaksi yang telah dilaksanakan dengan

debitur.

. Syarat-syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan

Agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka scorang debitur harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Terdapat keadaan berhenti membayar.

b. Harus terdapat lebih dari seorang kreditur dan salah seorang dari

mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih. “
Syarat-syarat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan lama (pasal 1

Peraturan Kepailitan) namun dengan adanya aturan baru dalam Undang-

undang No. 4 Tahun 1998, syarat-syarat tersebut sudah tidak relevan lagi.
Adapun syarat-syarat baru antara lain :
Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.

a.

b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau

lebih krediturnya (pasal 1 Undang-undang Kepailitan)."

e —

ol
i o

14 7ainal Asikin, Op. Cit. hal. 30.
Cit., hal. 19.

15 Rghayu Hartini, Op-
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Lahimya pasal ini sebenarnya dalam rangka untuk memberikan
perlindungan hukum kepada kreditur atau para kreditur dibandingkan
dengan ketentuan lama yang masih terdapat celah hukum yang terkadang
dimanfaatkan oleh debitur yang curang, karena dalam pasal 1 Undang-
undang Kepailitan (yang lama), syaratnya debitur dalam keadaan berhenti
membayar tanpa ada penjelasan lebih lanjut, maka kemudian
disalahartikan, mestinya untuk debitur yang benar-benar tidak mampu
membayar, bukan debitur yang tidak mau membayar kemudian minta
dijatuhi kepailitan. Setelah syarat-syarat terpenuhi barulah pihak yang
berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan

Negara yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum

debitur (pasal 2) dan harus diajukan oleh penasehat hukum yang telah
memiliki izin praktek (pasal 5 Undang-undang Kepailitan). Adapun pihak-
pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut adalah seperti yang
telah diatur dalam pasal 1 (ayat 1-4) Undang-undang No. 4 Tahun 1998

berikut ini :

(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang

sebagaimana dimaksud c!alam Pasal 2, baik atas permohonannya

sendiri, maupun atas perminiaan seorang atau lebih krediturnya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga
diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal mer}yangk“f debitur yang merupakan bank, permohonan
pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

(4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek,
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan

Pengawas Pasar Modal.*®

pa—

16 Redaksi Sinar Grafika, OP- Cit., hal. 10.



Sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 1998, pihak-pihak yang
dapat mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Negeri hanya ada
3 (tiga), yakni : (1) debitur sendiri, (2) seorang kreditur atau lebih, dan (3)
jaksa penuntut umum (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan / Faillissement
Verordening). Setelah Undang-undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)
yang berlaku, maka ketentuan tersebut mengalami penambahan 2 (dua)
pihak, yakni Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam). Adapun pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur
yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitur di sini bisa
terdiri dari orang atau badan hukum atau badan pribadi, maka secara rinci
pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain :

a. Orang atau badan pribadi (Pasal 1 Undang-undang Kepailitan)

b. Debitur yang telah menikah (Pasal 3 Undang-undang Kepailitan)

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang

telah menikah, harus mendapat persetujuan dari suami atau isterinya,
apabila di antara mereka ada percampuran harta. Hal ini sesuai dengan
pasal 119 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa mulai saat

perkawinan berlangsung demi hukum berlakulah persatuan bulat antara

kekayaan suami isteri, kecuali ada perjanjian lain.

Badan-badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara,

Koperasi, Perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum,

misalnya yayasan (Pasal 113 Undang-undang Kepailitan).
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. Harta Warisan (Pasal 197 Undang-undang Kepailitan)

Permohonan kepailitan ini hanya dapat diajukan oleh satu
orang kreditur, melalui pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat
meninggalnya debitur yang meninggal dalam keadaan berhenti
membayar utang-utangnya ataupun pada saat meninggal hartanya tidak

cukup untuk membayar utang-utangnya.

Dalam pengajuan permohonan kepailitan ini yang pertama
harus diperhatikan adalah masalah biaya pendaftaran dan biaya panjar
perkaranya. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. : W7.DC.HT.0801/VIII/1998/01,
maka ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk
pendaftaran perkara-perkara yang dimohonkan kepailitan adalah
 sebesar Rp. 5.000.000 dengan perincian sebagai berikut :

. Materai 2 buah @ Rp. 2.000 : Rp. 4.000

- Redaksi : Rp. 3.000
- Exploit : Rp. 1.000
. Penyerahan surat : Rp. 5.000
- Administrasi : Rp. 1.015.000

Penyampaian panggilan/putusan : Rp. 3.972.000 +

Jumlah Rp. 5.000.000""

Selain membayar biaya panjar perkara, dalam proses pengajuan

permohonan kepailitan yang dilakukan oleh para pihak tersebut juga

)

17 Rahayu Hartini, Op. Cit- hat. 4.
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harus diperhatikan mengenai dokumen atau surat-surat yang harus
dipenuhi dan dilampirkan. Setelah semua dokumen terpenuhi, maka
kemudian Panitera akan mendaftarkan perkara tersebut pada tanggal
yang sama dengan tanggal pendaftaran. Permohonan tersebut
kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka
waktu paling lambat 1 x 24 jam, kemudian akan ditetapkan hari sidang
dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam. Sebelum proses persidangan
dilsakanakan (paling lambat 20 hari sejak tanggal pendaftaran atau 25
hari dengan alasan yang cukup dan atas permohonan debitur) kepada
para pihak akan diberikan “surat-surat pemberitahuan panggilan sidang
perkara permohonan pailit” dan juga “surat panggilan sidang
menghadap dalam perkara kepailitan”.

Pengadilan yang wajib memanggil debitur dalam hal
permohonan tersebut diajukan oleh kreditur atau kejaksaan atau
debitur itu sendiri jika terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit telah terpenuhi dan pemanggilan tersebut dilakukan
oleh panitera paling Jambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.'®

Permohonan pemyataan pailit harus dikabulkan apabila
terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa
persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi (Pasal 6 ayat 3).
Adapun yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah

yang | azim disebut pembuktian secara sumir, artinya pengadilan di

e

18 R edaksi Sinar Grafika, Op. Cit., hal. 13.
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dalam memeriksa perkara kepailitan tidak perlu terikat dengan sistem
pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara
perdata.19

Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan
paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran dan harus diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum dan putusan tersebut dapat
dilaksanakan terlebih dahulu, meski diajukan suatu upaya hukum.
Setelah putusan ditetapkan, maka pengadilan wajib menyampaikan
salinan putusan melalui surat dinas atau kurir kepada debitur, pihak
yang mengajukan permohonan dan kurator serta hakim pengawas
dalam waktu paling lama 2 x 24 jam (Pasal 6 ayat 4-6).

Guna melindungi kepentingan kreditur dan untuk mencegah
dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur, maka dalam
pasal 7 ditetapkan bahwa : selama putusan belum ditetapkan, setiap
ireditur atau kejaksanaan dapat mengajukan permohonan kepada

pengadilan untuk :

a. Meletakkan sita jaminan atas sebagian atau seluruh harta debitur.

b. Menunjuk kurator sementara, untuk mengawasi pengelolaan usaha

debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan
dan pengagunan kekayaan debitur yang dalam hal ini

membutuhkan persetujuan dari kurator.

e ——

19 7ainal Asikin, Op. Ci

1., hal. 31
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Adapun jika para pihak yang berkepentingan merasa tidak adil
terhadap putusan, dapat dilakukan suatu upaya hukum yang dapat
berupa perlawanan, kasasi dan peninjauan kembali.

5. Akibat-akibat Kepailitan
Kepailitan mempunyai akibat-akibat penting terutama bagi debitur,
baik materiil maupun moril. Sejak ditetapkannya putusan kepailitan oleh
hakim, maka putusan tersebut membawa akibat terhadap diri si pailit, harta
kekayaannya, juga terhadap pihak ketiga.
a. Terhadap Diri Si Pailit

Seorang debitur yang dinyatakan pailit akan kehilangan nama
baiknya dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi
penguasa dalam lingkungan usahanya. Dari segi materiil ia akan
kehilangan kepercayaan jika ingin mendapatkan kredit.%’

Dalam hal ini pasal 22 Undang-undang Kepailitan (yang tidak

mengalami perubahan) disebutkan :

“Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak
untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam
kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan itu, termasuk juga
untuk kepentingan penghitungan hari pemyataannya itu sendiri.”!

Dari pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa si pailit
hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta

kekayaannya dan ia tidak kehilangan hak dan kecakapannya untuk

e a—

20 yjctor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia

. + 1a Cipta, 1994), hal. 64.
(Jakarta: PT. Rineka &IPt&. 0 " ) i, hat. 120.

21 Redaksi Sinar Gr
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melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan. Oleh karena itu
dia tidak akan diletakkan di bawah pengampunan.

b. Terhadap Harta Kekayaan Si Pailit
Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur baik pada

saat pernyataan pailit itu diputuskan maupun yang diperoleh selama
kepailitan berlangsung. Namun demikian barang-barang yang tidak
terjangkau atau tidak dikenai pernyataan pailit adalah :

1) Alat perlengkapan tidur, pakaian sehari-hari

2) Alat perlengkapan dinas

3) Alat perlengkapan kerja

4) Persediaan makanan untuk kira-kira 1 (satu) bulan

5) Buku-buku yang dipakai untuk kerja

6) Gaji dan upah pensiun, uang jasa, honorarium pengarang

7) Sejumlah uang untuk nafkah yang besarnya ditentukan oleh hakim

pengawas o .
8) Sejumlah uang yang diterima dari penghasilan anak-anaknya.*

Terhadap Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitur Pailit

Menurut pasal 32 Undang-undang Kepailitan (tidak mengalami

perubahan) disebutkan

“Pytusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala
putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan
debitur yang telah diadakan sebelum diputuskan
pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat
yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman

badan dapat dilaksanakan.”

Pasal (2) : “Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah

maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi
hukum, bila dianggap perlu maka Hakim Komisaris dapat
menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan.”

Pasal (1):

Jadi, apabila pernyataan pailit telah diputuskan, maka semua putusan
hakim yang perkaitan dengan kekayaan debitur baik penyitaan maupun

e

ndri Soekarso, Op. Cit., hal. 66.

22 v/ictor M. Situmorang dan He
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penjualan menjadi gugur begitu juga dengan hukuman paksaan badan

harus dibatalkan.

. Terhadap Perjanjian Timbal Balik yang Dilakukan Sebelum Kepailitan

Dengan adanya pernyataan pailit, maka kemudian pengurusan
harta pailit dilakukan oleh kurator. Kepailitan ini meliputi seluruh
utang dan piutang debitur pada saat pernyataan pailit tersebut
dilakukan (Pasal 19 UUK).

Mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur
sebelum pemyataan pailit dilakukan, diatur dalam pasal 36 (1)
“Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terhadap
perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka
pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat
meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang
kelanjutan pelaksanaan petjanjian tersebut dalam jangka waktu yang
disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.”

Namun apabila kescpakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak
tercapai, maka hakim pengawas yang akan menetapkan jangka
waktunya (ayat 2).

Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator
dan kreditur maupun yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk
melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir
dan pihak yang telah membuat perjanjian dengan debitur dapat
menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren
(ayat 3).

Sebaliknya apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka

pihak kreditur tersebut dapat meminta kurator untuk memberikan



al

jaminan atas kesanggupannya dalam melaksanakan perjanjian tersebut
(ayat 4).

Akan tetapi untuk perjanjian yang mewajibkan debitur
melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat
diberlakukan pasal 36 ayat 1-4 di atas, demikian pula untuk perjanjian-
perjanjian di bawah ini :

1) Perjanjian jual beli dimana telah disepakati untuk menyerahkan
barang yang dijual dalam jangka waktu tertentu sehingga mungkin
jangka waktu tersebut akan tiba setelah ada pernyataan pailit, maka
dengan adanya pernyataan pailit, jual beli tersebut batal dan pihak
lawan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren. Apabila
karena hapusnya perjanjian tersebut, harta pailit akan dirugikan,
maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (pasal 37).

2) Perjanjian sewa menycwa dimana penyewa dinyatakan pailit, maka
kurator maupun pihak yang menyewakan barang untuk sementara
dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa tersebut asalkan ada
pemberitahuan sebelumnya dalam waktu tertentu menurut
kebiasaan setempat (dalam pasal 38 disebutkan waktu 3 bulan
dianggap cukup). Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya, maka
sewa tersebut tidak dapat dibhentikan. Jika ada uang sewa yang
belum terbayar, maka sejak hari pernyataan pailit berlaku, uang
sewa merupakan utang harta pailit.

3) Perjanjian kerja sama dimana majikan dinaytakan pailit. Dalam hal
ini karyawan dapat memutuskan hubungan kerjanya.

Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Pailit dalam Bidang Hukum
Harta Kekayaan

Setelah hakim menetapkan putusan pailit, debitur dalam batas-
" atas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang

. kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan

; - o e L
pPik 3 "
PINAk Wreditus {sisoin
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jaminan atas kesanggupannya dalam melaksanakan perjanjian tersebut

(ayat 4).
Akan tetapi untuk perjanjian yang mewajibkan debitur

melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat

diberlakukan pasal 36 ayat 1-4 di atas, demikian pula untuk perjanjian

perjanjian di bawah ini :
1) Perjanjian jual beli dimana telah disepakati untuk m
.. . enverahk:
barang yang dijual dalam jangka waktu tertentu sehingga );,n;igk,az
but akan tiba setelah ada pernyataan pailit, maka

jangka waktu terse
dengan adanya pernyataan pajlit, jual beli tersebut batal dan pihak
Jawan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren. Apabila

karena hapusnya perjanjian tersebut, harta pailit akan dirugika
maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (pasal 37) "
2) Perjanjian sewa menyewa dimana penyewa dinyatakan pailit maka
kurator maupun pihak yang menyewakan barang untuk sementara
dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa tersebut asalkan ada
sebelumnya dalam waktu tertentu menurut

pemberitahuan
pasal 38 disebutkan waktu 3 bulan

kebiasaan setempat (dalam
dianggap cukup). Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya, maka

sewa tersebut tidak dapat dihentikan. Jika ada uang sewa yan

belum terbayar, maka sejak hari pernyataan pailit berlaku uang

sewa merupakan utang harta pailit. » uang

3) Perjanjian kerja sama “jimana majikan dinaytakan pailit. Dalam hal
ini karyawan dapat memutuskan hubungan kerjanya.

Kewenangan Berbuat Debitur Pailit dalam Bidang Hul
Harta Kekayaan

Setelah hakim menetapkan
ih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang

putusan pailit, debitur dalam batas-

batas tertentu mas
kum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan

hu
parta pailit Sebaliknya apabila akan merugikan harta

keuntungan bagi
kurator dapat mem

it inta pembatalan atas perbuatan hukum yang
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dilakuka ' ili

n oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif,
' relatif,
hanya digunakan untuk kepentingan harta pailit

f Terhadap Barang Jaminan
Menurut ketentuan UUK Pasal 56 disebutkan bahwa seti
ap

kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak
agunan
atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak
terjadi kepailitan. Dalam hal ini kreditur wajib membe
emberikan

pertanggungiawaban kepada kurator tentang hasil penjualan baran
4

yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa dari hasil penjual
ualan

setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya (Pasal 58 ayat 1

UUK).

e Penyelesaian Kepailitan

Permasalahan kepailitan yang sangat rumit dan kompleks ini
ini

membutuhkan tata cara penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna
gan antara hak debitur dan kreditur. Inilah alasa
n

menjaga keseimban
litan yang baru dengan harapan mamp
u

perubahan dalam UU Kepai
proses penyelesaian kepailitan baik mengenai wal

memberikan kepastian
tata cara, dan tangsung J
mekanisme penyelesaian

ifikasi, akor,

awab pengelolaan harta pailit. Dalam pembahas
an
kepailitan ini tidak terlepas dari

mengenai
insolvensi dan rehabilitasi seperti yang

pembahasan tentans ver
persatu di bawah ini :

akan diuraikan satu
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1. Verifikasi atau mencocokkan tagihan-tagihan

Verifikasi atau pencocokkan berarti menguji kebenaran piutang

\ kreditur yang dimasukkan pada kurator. Pasal 106 ayat 1 menjelaskan

bahwa piutang tersebut diajukan kepada kurator dengan memperlihatkan

surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan tertulis lainnya yang
menunjukkan sifat serta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai bukti
atau salinan dan pertelaan yang menyatakan apakah kreditur mempunyai

hak gadai, hak tanggungan, hak atas hasil panenan atau hak atas menahan

suatu barang.
para kreditur yang bersangkutan berhak mendapat surat tanda

dari kurator. Kemudian kurator akan memeriksa

terima penyerahan
Kebenaran tagihan-tagihan berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk

kemudian ditetapkan status tagihan itu apakah :
tagihan tersebut diakui kebenarannya baik oleh

r o Diakui, artinya tagibat”
kurator maupun kreditur atau para kreditur (Pasa] 117 ayat 1 UUK).

b. Diakui dengall syarat, artinya terhadap tagihan tersebut masih

diperlukan syarat tambahan (Pasal 117 ayat 2, 121, 126 ayat 1, 131
ayat 2, dan 132 ayat 2 UUK).
Dibantah, artiny? tagihan tersebut tidak diakui ket va oleh
kreditur atau para kreditur (Pasal 118 UUK).

kurator maupunt
g secara pro memori (Pasal 124 ayat 2

4 Dilakukan pencocoks® 152
han tersebut dari semula tidak dapat ditetapkan

UUK), artinya 138
apakah dalar® pencoc?

kkan akan mendapat hak atau tidak.
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Mengenai ini
genai pencocokkan utang ini dilakukan melalui rapat kredi
Kreditur disini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan : -

a. Golon i
longan Khusus, yaitu kreditur yang mempunyai hak tan,
ggungan,

gadai, ata
u hak agunan atas kebendaan lainnya yang da
g dapat

mengeksekusi ~ secard langsung  namun
tetap haru
S

memperta '
pe nggunglawabkannya kepada kurator (Pasal 56 UUK)

Golongan Istimewa (Privilege), yaitu kreditur y:
ang piutangn
. ya
mempunyat kedudukan istimewa arti
rtinya golon i
gan kreditur
yang

mempunyal hak untuk pelunasan terlebih
dahulu atas hasi i
il penjualan

harta pailit (Pasal 1133, 1134, 1139, 1149 KUHPerdata)
Golongan Konkurez, atau kreditur konkuren yaitu kredi
| itur-kreditur
yang tidak termasuk dalam 2 (dua) golongan di atas. Pel
. Pelunasan

piutang-piutang mereka merupakan sisa hasil penjualan harta
pailit

lah diambil bagian golongan khusus dan isti
istimewa. Sisa penj
penjualan

menurut imbangan besar kecilnya piutang para kreditur

sete

tersebut dibagi
konkuren (Pasal 1 132 KUHPerdata).

Untuk menentukan waktu rapat tersebut, harus diperha
’ perhatikan

tenggang waktu yaitu 14
8 hari sejak putusan hakim mempunyai kekuatan hukum

hari sejak pengajuan batas akhir pengaj
juan

tagihan atau 2
Rapat tersebut di
kreditur dan debitur
rapat pencocokkan utang piutang agar dapat

al

pimpin oleh hakim pengawas serta dihadiri oleh
ole

temp'

kurator, para

harus menghadiri

memberikan gan tentang sebab-sebab kepailitan dan
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keadaan harta pailitnya kepada Hakim Pengawas. Para kreditur juga boleh
ole
mengajukan pertanyaan melalui Hakim Pengawas tentang keterangan
. yang
diperlukan dari debitur pailit. Pertanyaan dan jawabannya dicatat dal
am

berita acara (Pasal 112 UUK). Apabila debitur tidak hadir dalam rapat
a

tersebut meski telah dipanggil dengan patut, maka rapat pencocokkan akan

tetap dilangsungkan.

2. Akor atau Perdamaian

Akor ialah suatu perjanjian perdamaian dalam kepailitan antara si

pailit dengan para krediturnya.” Dalam perjanjian ini biasanya debitur

menawarkan pembayaran sebagian dari hutangnya dengan syarat bahwa

setelah melakukan pem
Jika ini disepakati, maka berakhirlah kepailitan ini
epailitan ini tanpa

bayaran tersebut, debitur dibebaskan dari sisa

hutangnya.
perantara hakim (pengadilan). Akor ini berisi kemungkinan seperti di

bawah ini :
a. Si pailit menawarkan kepada kreditur-kreditumya untuk membayar

sesuatu persentase dan sisa dianggap lunas.

b. Si pailit menyediakan pudelnya bagi para kreditur dengan mengangkat
seorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara

menurut Keseimbangan jumiah hutang, dengan atau tanpa

para kreditur
pembebasanl untuk sisanya- Akor semacam ini disebut akor likwidasi

(liquidatie accord)-

e
ipto, Op- Cit., hal. 44.

By MN. purwosutj




56

c. Debitur minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan
mengangsur hutangnya. Ini tidak lazim terjadi.
d. Debitur menawarkan pembayaran tunai 100%. Ini juga jarang terjadi.**

Menurut pasal 134 UUK, debitur pailit berhak untuk menawarkan

suatu perdamaian kepada semua kreditur secara bersamaan. Apabila

penawaran itu diterima dan telah disahkan oleh Hakim Pengawas, maka

kepailitan akan berakhir. Selanjutnya pasal 141 UUK menyebutkan bahwa

ana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh

ah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat yang

renc
lebih dari % juml

mewakili paling sedikit 2/3 dari j
g untuk sementara diakui) dari kreditur konkuren atau

rapat tersebut. Kemudian pasal 142 UUK

umlah selurub piutang konkuren (yang

diakui atau yan

yang hadir dalam

kuasanya
menyebutkan apabila lebih dari ¥ jumlah kreditur yang hadir dalam rapat
dan mewakili peling sedikit % dari jumlah piutang para kreditur yang
hak suara, menyetujui

paling lama 8 hari terhitung sejak pemungutan

mempunysi untuk menerima rencana perdamaian,

maka dalam jangka waktu
a diadakan diselenggarakan pemungutan suara tanpa
an. Pada pemungutan suara kedua, para kreditur

suara pertam
diperlukan pemanigsi
pada suard yangd
an  diterima,
perdamaia® terscbut dan sidang akan diadakan paling cepat 8

sak erikat ikeluarkan pada pemungutan suara pertama.
ti ri
Bila perdam@

pengadilan akan memutuskan
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hari atau selambat-lambatnya 14 hari setelah persetujuan perdamaian
tercapai (Pasal 146 UUK).

Akor yang sudah diterima mengikat semua kreditur, termasuk para

kreditur yang tidak menyetujuinya. Akor yang sudah diterima supaya

mempunyai kekuatan hukum, harus disahkan oleh hakim, pengesahan oleh
hakim ini disebut homoglasi.
jan yang telah diterima

setelah disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Jadi perdama dalam rapat pencocokkan

mendapat kekuatan

ni, kepailitan ini akan berakhir. Semua hutang

Dengan pengesahan i
h si pailit sebesar Y20 disetujui dalam perjanjian damai dan
~ Sedangkan kre

g tidak hadir dalam rapat pembicaraan

dibayar ole
ditur yang tidak menyetujui

sisanya dibebaskan

u mereka yan
putusan perdamaian yang. telah

perdamaian 2t
tunduk kepada ke

perdamaian, harus

dikuatkan oleh pengadilan Niaga-

. Insolvensi
aan atau kondisi di mana harta pailit

hakim menerima

sekaligus membatalkan accord yang disetujui
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d  Ada accord yang sudah disyahkan tetapi ditolak oleh hakim banding.*’
Jadi, insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak

ditawarkan akor, atau akor dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagai

mestinya.

Dengan timbulnya insolvensi ini, maka dimulailah penjualan

kreditur. Umumnya penjualan ini dilakukan di muka umum (lelang), tetapi

mungkin pula bahwa suatu likuidasi berangsur-angsur akan membawa

hasil yang lebih panyak, yang akan menguntungkan baik para kreditur

maupun debitur sendiri.
Dari hasil penjualan harta pailit, ditambah hasil-hasil yang
diperoleh dari tagihan piutan
kepailitan merupakan harta yang akan
Kreditur seperti yang telah disebutkan di muka.

g si pailit, dikurangi dengan biaya-biaya

dibagi kepada para kreditur sesuai

dengan urutan golongan
Rehabilitasi adalah pemulihan Dama baik atau kehormatan (yang

ieadaan pailit)
ayaan kembali dari orang lain.?

ternoda akibat seperti keadaan semula sehingga kelak ia

akan mendapat keperC

pasal 205 UUK ditentukan bahwa debitur pailit atau para

Dalam
rhak mengajukan permohonan  rehabilitasi kepada

a memeriksa kepailitan yang bersangkutan.

i Soekarso, Op. Cit., hal. 96.
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Permohonan akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan

bukti yang menyatakan bahwa para kreditur yang diakui sudah menerima

pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan

dalam Berita Negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam

waktu 2 (dua) bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam Berita Negara,

setiap kreditur yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap

permohonan tersebut.

Setelah berakhirnya waktu 2 (
tersebut sekalipun tidak ada perlawanan.

dua) bulan, pengadilan harus

mengabulkan permohonan

nai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang

Putusan menge

terbuka untuk umufni.
Dengan demikial, perakhir sudah peristiwa kepailitan tersebut,

debitur telah kembali kedudukannya seperti semula dan kreditur telah

bali hak-haknya mes
leh haknya kembali dengan cara yang adil dan

memperoleh kem ki tidak sepenuhnya, namun itulah

salah satu card mempero

efektif.




BAB IV
I

ANALISIS PERBANDINGAN MEKANISME PENYELESAIAN
|

MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 4 TAHUN 1998

KEPAILITAN

A.
Unsur-unsur Kepailitan
Seorang debitur yang mempunyai berbagai hutang, sedangka
s skan
i

a sudah tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangn
Y ya N
I
tersebut, maka untunglah bagi kreditur yang dapat menagih piutangnya palin |
g
yaran yang penuh, sedangkan orang-orang lain i

kekayaanny.

awal, karena ia dapat pemba
an terpaksa pulang d

paya semua orang berpiutang mendapat

engan tangan kosong. Untuk

yang datang kemudi

menjamin keadilan dan ketertiban, St
besar kecilnya piutang masing-masing dengan

pembayaran menurut imbangan
maka diadakanlah peraturan kepailitan yang telah

tidak saling berebut,
No. 4 Tahun 1998. Peraturan ini pada

n lahirnya UUK

disempurnakan denga
mendapatkan guatu penyitaan umum atas
K

rtujuan untuk
a harta benda debi
n kata lain, kepailitan adalah suatu '

hakekatnya be
tur disita atau dibekukan untuk

kekayaan debitur yaitu segal

iturnya. Denga

ingan semua kred
pembayaran bagi semua orang berpiutang

k mendapatkan

kepent
usaha bersama untu

secara adil.
Dalam UU No. 4 Tahun 1998 Pasal 1 ayat ] sebagaimana telah
(lihat halaman 35) dapat diketahui bahwa kepailitan

pokok antara lai
ya satu hutang vang telah jatuh

disebutkan sebelumny?
n: debitur yang mempunyai

unsur-unst’

tidak terlepas dari

kreditur me

miliki sedikitn

dua atau lebih




61

¢ o
empo dan dapat ditagih serta atas permohonan debitur sendiri maupun

seorang atau lebih krediturnya.
f,

Debitur disyaratkan memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur karena jika

a, maka kepailitan akan kehilangan rasionya sebab tujuan

seorang saj

kepailitan itu sendiri adalah untuk melindungi para kreditur yaitu untuk

mengadakan pembagian harta kekayaan debitur kepada para krediturnya.'

Menurut ulama madzhab Maliki, debitur meskipun memiliki lebih dari

seorang kreditur, tidak sah tuntutanny2 atas dirinya sendiri. Menurut madzhab

ini, 7afl is haruslah dituntut oleh lcrediturnya.2

ni lebih relevan diband
gikanya, pagaimana debitur akan mengajukan

Ketentuan 1 ing ketentuan yang ada dalam UU

No. 4 Tahun 1998. Lo
jika krediturnya saja
tan sendiri adalah melindungi kepentingan kreditur.
pentingannya dirugikan, maka tidak akan

permohonan pailit, tidak mempermasalahkan piutangnya,

padahal tujuan dari kepaili
kreditur tidak merasa ke
wa debitur boleh mengajukan

pula ketentuan bah
kepada debitur yang curang, yakni ia

Jadi, selama

ada kepailitan. Lg!
permohonan dapat memberi peluané

menghindari pembayaran penuh
ara kreditur. Dalam hal ini, tentu saja debitur

atas segala kewajiban kepada P

1 Rahayu Hastinl, Hukum Kefﬁ'ﬂ B ‘al Mazahib al-Arba 'ah, terj. Moh. Zuhri, jilid
2 pApdurrahman al-Jazifh 994). q s
cet. 1 (Semarang: CV- AS¥-S” 19755
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Dalam Islam, untuk debitur yang sebenarnya mampu tetapi menolak

ataupun menunda-nunda pembayarannya, maka jika dia telah terbukti bahwa
dia memiliki harta yang bis2 dijadikan sebagai pelunasan hutangnya, hakim
berhak menyita hartanya untuk dijual dan hasilnya untuk membayar

hutangnya atau bahkan hakim berhak menahannya sampai dia melunasi

hutangnya.3

Sebaliknya, dalam ketentuan UUK disebutkan bahwa putusan tentang

mengakibatkan gugurny

menyangkut harta kekayaan debifur. Begitu juga dengan hukuman paksaan

4
badan harus dibatatkan (Pasal 32)-
put bisa saja dilakukan apabila di kemudian hari

pernyataan pailit a keputusan hakim sebelumnya yang

Pembatalan €€

pasti kepapaa? st m
ara tanpa memerlukan izin dari orang-orang yang

diketahui secara offis menurut pendapat hakim, maka
iketahui s

dikeluarkanlah ia dari P

dan hakim menjadi

wrediturnya  SePert fidak boleh didesak lagi, hanya ditunggu masa
editurny

pelindung di antara muflis dan
memberi hutang

ngan firman Allah dalam surat al-Bagarah

ut dijelaskan bahwa jika orang yang berutang

ayaran sampai dia mampu untuk membayarnya. Dan

menyedekahkannya maka hal itu lebih baik.

azhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i

/ . . h Lima M
ad Mughoiyel Figh © atera, 2002), hal. 705.
AB, €%

Kepailitan, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika,

cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),

2003), hal. 123. o
3), . Lasbi ash-Shiddied” HukT

hal. 430.
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Perintah bersedekah kepada orang yang sedang bangkrut (pailit) juga terdapat

dalam hadits:

- A o .
g Pl S @‘uﬂw‘wu’uﬂh"&ﬁmmm
P !",',

e Al Lo & g,:.:)gab,gd‘.a)i.-é;a\ JB A Al o
Gl T 3y i (ol 455 2 e JGh b s
f ) N e VN Bl £

&, @l Al ol A
4 T ',";’ oY ’y st et per sl
e Ty IO Py £ B Lo &l gy JE Ad
¢ Ll Y1 < Lal,y

“Menceritakan kepada kita Laits dari Bakir dari ‘Iyad ibn Abdillah dari Ab1
Sa'id al-Khudri RA berkata: Seorang laki-laki pada zaman Rasul terkena
h-buahan yang ia beli, maka menjadi banyak hutangnya

w: “Berilah dia sedekah”, maka orang-

kerugian pada bud
dan bangkrit, maka Rasulullah SA :
sedekah, akan tetapi sedekah tersebut tidak bisa

berinyd
orangpun mem eriny ka bersabda Rasulullah kepada orang yang

; hutangryd ™4
menutupi semuad 204 ng kamu dapatkan, dan tidak ada bagi kamu

memberi: « dmbillah apa";/a
sekalian kecuali harta itu

«tidak ada bagi
tu tidak ditangguns
itu menjadi tanggungan®y® niscaya Rasuloliah bersabda sisa utangnya itu
dia mampu 313
idup orang yans be
& ojeh karena it jika dia sudah mampu maka

kamu sekalian kecuali harta itu” menunjukkan

Kata
oleh muflis karena seandainya kerugian

bahwa kerugian i

yang semacamnya. Sebab hutang tidak

ditunggu sampai
rhutang, hanya penagihannya

kesulitan itu.

iib atasnya membayal putang tersebut

mim ibn Hajjdj ibn Muslim al-Qusyairi An-Naisabury, Shakih
6 Imam Abu Husal Puﬁa’t,t.), hal. 680. .
. gl ‘Maram (Bangil: Pus.taka Tamam, 1958), hal. 450.
fid 1L, cet. 1, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya:

mah bt .
Sﬂbulas Saﬁm. n

8 Ag;h-sham’anl,
hal. 195-

Al-Ikhlas’ ] 995)’
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B. Institusi Pemutus

J
umhur ulama berpendapat bahwa yang berhak menyatakan b
an bahwa

seseora ili 5
ng dalam keadaan pailit (muflis) adalah hakim. Hal ini didasark
sarKan

pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menahan harta M
u’az

d ' -
an beliau menjualnya untuk membayar hutang Mu’az (lihat hala
man 21). |
4

asulullah dalam hal 1 bertindak dalam kapasitasnya sebagai seorang haki
1m.

Dari sebuah hadis dapat diketahui ke
gai Rasulullah atau kapasitasnya sebagai

dudukaan Nabi pada saat itu

apakah dalam kapasitasnyd seba
ara ataukah dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim

Imam atau Kepala Neg
Ketika Nabi meletakkan ketentuan-ketentuan yang seluruhnya bersif:
ersifat

ka dalam hal ini Nabi dalam kapasitasnya sebagai

melengkapi al-Qur’an ma
dalam kapasitasnya €028
uan seperti alokasi dan pembelanjaan publik

Rasulullah.® Nabi ai Imam atau kepala negara dapat

diketahui dalam ketentuan-ketent
tentang strategi milite

perang, penandatanganan perjanjian, dan

keputusan—kcputusa_arl r dan perang, pengangkatan

gara, distribusi rampasan
i dalam kapasitasnya seb
ta-sengketa khusus yang terdiri dari dua

pejabat ne
agai seorang hakim ialah

lain-lain,'¢ Sedangkan Nab

aikan sengke

ketika beliau menyeles
dengan gugatan, pertimbangan-pertimbangan
|

an yang terkait
ktual, dan bagian
pahwa keputusan akhir tersebut menjadi

bagian; yaitu bagt
yang terkait dengan keputusan

hukum dan bukti-bukt fa

ut dijelaSkan

akhir,!! Lebih lanj
n syarat bahwa hal itu tidak mengikat individu

ketentuan umum tetapi denga

-
1, Prinsip dan
Kamall, e 1996), hal. 66.

e > puhammad Hasyim 2oy
t. 1, terj. Noorhaidi (Yogyakarta: pustaxd
10 1pid., hal. 68
" 7pid., hal. 69
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secara langsung dan tidak seorangpun yang boleh bertindak atas dasar itu

tanpa kewenangan terlebih dahulu dari hakim yang berkompeten, atau dengan

kata lain dilarang main hakim sendiri.

Menurut mazhab Maliki, dal
inta keputusan dari hakim, namun antara pihak

am menyelesaikan permasalahan

kepailitan tidak harus mem
debitur dan kreditur dapat melakukan perdamaian (as-sull) atau bisa juga
kreditur sendiri yang melarang debitur pailit (muflis) membelanjakan sisa

iur adalah orang yang lebih berhak atas sisa harta

hartanya, karena kred

tersebut.'z
tidak harus selalu melalui jalur

Menyelesaiakan masalah memang
jalan lain yang dianggap lebih mudah maka

hukum (Pengadilan). Jik2 ada
perdamalan (as—sulh) merupakan alternatif .lain dalam

ebagai akibat dari utang piutang ini. Sulh secara
gkaran atau perselisihan. Sedangkan dalam

akan lebih baik.

penyelesalan kepailitant 8
emutuskanl perten

ah suanljenﬁ;akad unuﬂc1nengakhﬁi perkuwanan

rtian syarlat adal

penge
antara dua orang yang beﬂawanan
am Islam diperbolehkan dengan berdasar pada firman

perdamaian dal

- . * ‘
B J

oo 3

Bisnis dalam Islam (Jakarta: PT

Mgai Macam Trcmsakfi
. .197.
reqt K&nﬁﬂudﬂlAuhhHZUkIOBandung PT.

13 Sa yy]d :a:)l?’

Al-Ma’arif, 1998)
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. maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang

sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik.""

Juga berdasar pada hadits sebagai berikut :
O ,):l:-.ls Lu..\:. ._\XM’ y 3]\;. Lu.}:-"ﬂ ‘umu.:l uj‘)g ‘\:-T
e ‘4-‘-“ uf— ‘“-‘J"u‘_s)@ o Al de

Civars :JG o

y} ’.:' T “ e *'-q; c_ﬁéjl Jju e-L"J‘UE A éa.m‘ J
ERAEEN Ja.\ )\ cY)\a ’e'_)’a Bla

Abii Bakr bin Abu Syaibah; mewarta akan kepada

akan kepada kami Katsir bin ‘Abdullah bin

keknya, dia berkata: Aku mendengar

u dibolehkan di antara kaum

maian Yang mengharamkan yang halal atau

,O"

PR

“Mewartakan kepada kami

kami Khalid bin Mukhlad; mew«:;t
I

‘Amr bin ‘Avf, % dari ayahnya
Rasulullah SAW persabda: “Perdamatan it
muslimin, kecuali perda

menghalalkan yang haranm-
utang-piutang seperti dalam kepailitan ini

diperbolehkan karen# termasuk dalam perdamaian ibra’ (sulh al- ibra'),

artinya mengurangka?

hak dengan pembayaran sebagian. 17 Bentuk

i dua orang yang hutang piutang bertemu untuk

yang perhutang menawarkan pembayaran

berdamai dalam ButanE Orang
sebagian dan meminta saty? hutang semule Perdamaian demikian boleh,
selama orang yang perpiutant (kreditu) menyetujulnya.
14 yayasan Penyelengg ara Pev te,]emawPentafsﬂ al-Quran, AF-Qurtam dim Terjemarye
aya hal. 7
cet. 10 (Bl?ndung D‘;pﬁahg&rzﬁazgor:% pin YazZid ;bn Majah, Sunan Jbn Mijah, juz I (Beirit: Dar
Abii Ab
al-Fikr, 119695) halll ’17143 o Jarjamah Supan Tom Majah, jilid TIT, cet I (Semarang: CV. Asy-
Abdullah SOTET
Syifa’, 1993) hal. 174- ¢ a1, Terjem whahK ifayatul Akhyar (Semarang: CV. Toha Putra,
’i, €

lea

1978), hal 202
18 1pid.
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Dalam UU No. 4 Tahun 1998 juga diatur tentang perdamaian dalam

galami perubahan dari aturan

pasal 134 sampai dengan 167 yang tidak men

lama (PK/FV)."
Perdamaian dilakukan pada rapat antara debitur dan para krediturnya

Perdamaian baru dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari ¥z jumiah
kreditur konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah

erbeda dengan ketentuan yan
ah disetujui tetapi tetap harus meminta

piutang konkuren. B g ada dalam hukum Islam

meskipun perdamaian ini tel
pengesahan dari hakim. Dengan adanya pengesahan ini, maka perjanjian
kan dan kepailitan menjadi berakhir.

an dapat dilaksana

adanya pengesahan dari rhakim maka keputusan perdamaian

memiliki kekuatal hukum sehingg2 ke
na telah memiliki bukti autentik yang

dikemudian hari dapét dihindari, kare

perdamai
menjadi mungkinan terjadinya sengketa

o, Pembuatall akta perdamaian ini sesuai dengan

berupa .akta PeT
perintah Allah dalam Q.S al—Baqarah: 782 yang berbunyi;
-’ -, .‘o”: : 3;,_10.5 .
s o }u:o Jal o 2l 13 AR

jamu bermuamalah tidak secara

; bila
v _ ang Yang periman, P4 X
tufz? Z;m%; yfn}é ditentukars hendaklah kamt menuliskannya.””
am melakukan

petunjuk kepada kita dal

memberikan
pencatatan. Hal ini dimaksudkan

ngan card hutang agar dilakukan

Ayat di atas

transaksi de
rjadinya persengketaan-persengketaan yang mungiin akan

untuk mencegah te

1 , ,
. C’t-y ha] ,em ah/Penmfs“- al_Qur an, A I_Qur ’ an dan Te’jemah'wa

_19 Rghayy Hartint, op. pentef]
20 yayasan Penyef“ggzzr&), hal. 37-

cet. 10 (Bandung: Dipon¢ s
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AT —a

- =

muncul dikemudian hari. Allah telah memerintahkan kita untuk mencegah

perbuatan-perbuatan mungkar, seperti dalam firman-Nya:

* 20
s 08 0” ¥

° ° 2 -, 0 - 2 Ao
. oo e e o s 0~ R e ° . . 0 L. O, w
= u)@.\:\_’ g_.ﬁj_)aAS\-J UJ,)"‘\:?J:)F"“ L,'-AE UJGJ-'-’A"‘ ?SJ:‘(_)S-‘S:}
(V£ rod e J) S
. kepada
“D klah ada di antara jamu segolongan umat yang menyeru pada
ke b(;;jlf::d; er;/ufu h kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
(Ali ‘Imran: 104).” \

dikaitkan dengan dengan kaidah yang berbunyi: F

iy 54 sy S .

Pl

Apabila perintah tersebut

emerintahkan pula seluruh wasilah. 22

“Wemerintahkan sesuat berartim
yakni mencegah timbulnya

egah kernungkaraﬂ

Maka perintah mene
pada pembuatan akta

rarti perintah pula
untuk me:ncapai tuj
dak disetujui oleh
pailit harus dijual dan hasilnya

perdamaian sebagai
persengketaan be |

uan; menghindar sengketa.
wasilah atau perantard

Apabila perdamaian t
jnsolvenst yakni harta

hakim, maka harta pailit

keadaan
berada dalam k€ gt utuk pombeyarn

-rur konkuren setelah
preferensi yakni kreditur golongan

dibagikan kepada

memi

. n
kepada kreditur yans us dapat mengeksekusi secara

untuk golongan khus
ng ada ditangannya
Dalam hukum Islampun kreditur

dengan laporan

kurator.

| - " debitur pailit
dapatt baran iinya. Tetapi dengan syarat barang itu

maka ia lebih berhak daripada

: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 46.

21 gpid., hal. 50- sl
2 {Z;mal Muchtar dick, U
{




69 .

r rang.

Apabila tela i
ila telah mengalami perubahan, maka kreditur tersebut berkongsi d
engan

lcr : : .
editur-kreditur lain untuk mendapatkan pembayaran piutangnya

Dalam pembagian harta sebelumnya debitur pailit ( muflis ) disumpah

a tidak menyembunyikan hartanya. Sedangkan dalam

terlebih dahulu bahwa di
n kepada kreditur untuk menguatkan bukti

ketentuan UU sumpah dibebanka
piutang tersebut mem
ah itu dibebankan kepada tergugat. Jadi baik

bukti yang ada bahwa ang ada dan belum dilunasi.(pasal

115 ayat 2)** Pada dasarmy? sump
bitur maupun kreditur adalah sama saja asalkan

ebagal tergugat, jarena dalam UU kreditur selain dapat menjadi

dibebankan kepada de

posisinya s
sa diposisikan sebagai tergugat ketika yang mengajukan

penggugat ia juga bi
adalah debitur sendiri.

permohonan

C. Akibat Kepailitan
uas dan kompleks. Kepailitan

harta kekayaannya saja melainkan juga |

aknya untuk mengelola hartanya

pihak ketiga. Debitf akaD kehilangs® ©
ar masib diperbolehkan melakukan perbuatan-

Kkarena debt

jtur dan

kekayaan. Namun sebatas jika

keuntungan bagi harta pailit. Jika dianggap

memint2 pembatalannya. Meskipun

kurator dapat

akan merugika™
debitur kehilanga™ paknya 8t8° pasta kekayaat ya, namun ia tidak kehilangan

cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika,

ndang Kepailitan,

. Graﬂka’ Undﬂng’u

2003), hal. 146.

-
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hak
dan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum
i

alam bidang hukum keluarga seolah-olah tidak ada

kekayaan, yaitu d

kepailitan.*”
Pengampuan atau curatele antara lain dikenakan pada orang sudah |
|
It v

akit ingatan serta orang dewasa yang mengobralkan

dewasa yang menderita S
seorang yang telah ditaruh di bawah
i

kekayaannya.” Adapun kedudukan

yang belum dewasa. Ia tidak dapat melakukan

curatele sama seperti s€0Tans
Akan tetapi, seorang yang ditaruh di

m secara sah.

perbuatan-perbuatan huku
dengan glasan men

gobralkan kekayaannya, menurut Uu

bawah pengampuan ‘
masih dapat membuat testamen dan juga masih dapat melakukan perkawinan i
serta membuat perjanjian perkawinan, meski harus seizin kurator (pengampu) |

!

dan weeskamer (pengawaS)-26

m Islam, istilah

pengampuan biasa disebut dengan al-hajr.

Dalam huku

kad dan bertindak secara

untuk melaksanakan a

bagi seseoransg

128
anya.

Larangan

pembahasan tindakan

hukum terhadap har!
ditemui dalam

. geseorang. Orang yang berada

(ar Hukum Kepailitan di Indonesia

o Hendrl Soekarse:

 Victor M. Sltumorang da He
oy hahlm Perdata, cet. 27 (Jakarta: I

I
(Yakart: 2pT Rineka Ciptd 1
22 Subekti, Pokok-
Ibid., hal. 57. ) 3.
21y Ali Hasan, OP- € hal. 20
2 Ibid.
t
|

Pengan
ntermasa, 1995), hal. 56.
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dalam pengampuan dianggap tidak sah melakukan suatu tindakan hukum

han hak milik lainnya.

seperti jual beli atau peminda
n seseorang dalam figh Islam

Selanjutnya mengenal kecakapa

huliyyun membagi kecakapan pada 2 (dua)

digunakan istilah ahl/iyah. Para us
nerima hak dan kewajiban),

macam, yaitu ahliyatul wujub (kemampuan me
peri hak dan kewajib

eseorang untuk di
g untuk dipandang sah

an, dan ahliyatul

yaitu kepantasan S
kepantaSan seseoran

uan berbuat) jalah
yatannya, misalnya mengadakan suatu perjanjian

ada’ (kemamp
segala perkataan dan perbua

atau perikatan.29

Dalam pelaksanaann)’a’

hal yang menghalangi
2 (dua) macam, yakni samaw!

menyebutkan macam-mac h
mbOrOS, dungu’

- ingsar
(rusak akal), mabuk, tidur, P utkan pahwa hutang yang

mengakibatkan kematiar

an g ber rada di luar usaha dan ikhtiar
g aka al, tidur, pingsan, lupa,

m biyah adalah perbuatan-
Ada) PU“ atau hanyd mengurangi
meﬂgh'l angha? lalai, bergurau

dapat pepergiar:
yaﬂg bofos;) f{’aju jihat : Muhtar Yahya dan

29

Muhtar Yahy2 dan

(Ba“dungo PT. Al-Ma’arif, 1993) hal

Man Yang disebut halan
usia, Ada 10 (sepult

stkr:)t menstruasi, nifas memngg
uatan diusahak .

yang diu

rim"mpuan pertindak, @ 7 (t;_gu

b, in-main), bodoh dan terpakS

atchurrahman, ibid., 171-17> Asayasas

(Y 31 Ahmad AZ har Basylfl’

ogyakarta: UII Press, 2000), b2

A

rdata Islam), cet. 2

(Hukum pPe




nya dalam melakukan perbuatan hukum ialah

menjadi penghalang kecakapan
pai mengakibatkan si be
ndapat bahwa status O

engan perdasarkan penetap

gampuan (al-hajr) d
pailit dan berada di bawah pengampuan, maka

rutang jatuh palht.

hutang yang sam
rang yang pailit adalah

Jumhur ulama berpe
an hakim.

berada di bawah pen

Setelah seseorang dinyatakan
ara hukum terhadap

demi hukum ia akan kehilanga® kecakapan bertindak seC
kebutuhant hidupnya yané pokok) karena hartanya

sisa hartanya (kecuali untuk
Dengan pengamp

uan ini 12 dilarang

menjadi hak para Krediturny3
membelanjakan hartanya sepert! untuk perjual beli, hibah, wakaf dan hal-hal
indahan hak milik yang pat merugikan harta pailit.
. kreditur. Namun,

pada debitur pailit (muflis),

- mendapati baraﬂgﬂya

asih utub, maka kreditur t
33 Namun jika telah

ersebut lebih berhak

arang tersebut
ja dapat ™

perta

bilnya.

mengam
tambah maupunt perkurang, maka

dengan syarat b

daripada kreditur lainny2

ik Kkarend
rlakukan sama

pahan, b2 o
kan tetap! ia dipe

mengalami peru

jap kreditur yang

ak agunan atas kebendaan

Berbeda dengan etel!
gadai atat h

memegang hak tangg‘mgan’

jadi kepailitan (Pasal

lainnya, dapat mengeks® .
pasal 58(1)menya‘a“a '

56 (1)). Selanjutny?
Marzuk1 (Bandung:

x—-_‘—
32 1pid., hal. 36

i3
p Sayyid Sabid,
T. AlMg’arif, 1998), he! 1. 201

34 Ibid.
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imaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang

‘CP
emegang hak sebagaimana d

a, wajib memberikan pertanggungj awaban kepada kurator

melaksanakan hakny
1 menyerahkan kepada

ten . .

tang hasil penjualan barang yang menjadi agunan da
k : : : , .

urator sisa hasil penjualan setelah dikurangt jumlah utang, bunga dan

bia),a.n35
g memiliki hak-

bahwa kreditur yan

gai pelunasan atas piutangnya

ebut menunjukkan

hak kebendaan dapat 12ngs¥"8 menjualny2 seba
tu, kreditur juga perhak menga
tersebut. Dalam hulum Islam, sese
da debitur pail

Ketentuan ters
mbil bunga serta biaya

terhadap debitur. Selain i
orang yang

yang timbul akibat penjualan
it adalah pemilik barang

yang ada P?
gan yang terjadi

berhak mengambil baran®
dak berhak atas P°
g tersebut ti

n atau penguran

baha
maka pemilik tidak berhak

tersebut dan ia ti
dak utub lagi,

atas barang itu. Jika baran
uk mendapatkan

lagi. Ia harus berko

piutangnya.
perbandingan antara hukum Islam dan

hal mekanisme penyelesaian

Jampirkan tabel

hukum positif (UU N 4 1
b criICUt penuhs

kepailitan. Untuk lebih jel

perbandinganny? -

i1, bal 27-

2, OP C

35 Redaksi Sinar Grafik
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Perbandingan anta

K Hal
. onsep kepailitan
. Tujuan

Yang dinyatakan
pailit

¢ Yang mengajukan
pailit

t’:’lekanisme
aenyelesaian
. Institusi Pemutus

b. Penyelesaian

ra hukum [slam dan

A

Tabel

Kepailitan

— Hukum ISl —
Untuk menjaga

kemaslahatan orang lain,
yakni krediturnyd

hutangnyd

Orang yang
da harta

jebih besar daripa
yang dimilikinyd
Hany2 krediturmy? baik
sebagian maupun
seluruhnya

"

)

\
$2 %
S
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UU No. 4 Tahun 1998 tentang

Hukum Positif

Untuk mendapatkan sitaan
umum atas harta kekayaan
debitur untuk melindungi
kepentingan selurub
kreditumya

tidak

Debitur yang
membayar sedikitnya

satu hutang yang telah

jatuh tempo

Boleh atas permohonan
debitur sendiri maupun

atas permintadn seorang
ebih krediturnya

atau 1

Debitur dapat di nyatakan
ailit dengan putusan
nengadilan yang
berwenans (Pengadilan
Niaga)
Debitur atau
. mengajukan
ohonan ke
pengadiian Niaga
Diadakan rapat
verifikasi atau
encocokan utang
penawaran

erdamaian.
perdamaian dianggap

sah apabila telah

mendapat
ersetujuan

kreditur

dart

hakim (h(mwg{asf),
jika perda -
disetujui maka
kepal

maian bisa

fitan perakhir,
dak maka harta

jika ti
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|
utuh. dalam keadaan
Pfanahanan dapat it{solvensi, Harta
dlke:nakan pada dibagi di antara
debitur yang diketahui kreditur sesuai
pahwa dia sebenamya dengan golongan
mampu membayar masing-masing.
hutangdy . Kreditur yang
Jika diketd ui bahwa memiliki hak
debitur benar-benar tanggungan dapat
tidax memiliki harta mengeksekusi secara
konkrit, maka ia tida Jangsung dan ia
poleh ditahan hanya perhak atas bunga
ditunggu mas? dan biaya yans
e W | timbul
Akibat Hukum — Geseorans yang _ Debitur pailit akan
dinyatakan pailit oleh kehilangan
hakim maka ia kebebasannya dalam
dilarang ' Eenggunaz[\; '
entasar ik artanya. ebitur
]Tartanya S ertl untuk masih dlperbolehkan
e ol akaf. melakukan transaksi-
ual bells wakdh s
hibah an Jain-lain- transaksi jika
10 = d dipandang dapat
Karena 12 eradd
_hayr mendatangkan
dalam S us al-1Y
kim). keuntungan bagi
engam yan ha o
(pens harta pailit. Jika
Selury hartany2 2
- ek pard tidak, maka dapat
. li dibatalkan oleh
grediturny® kecud
an‘kebutuhan kurator. '
kebutu i . Kepalhtan meliputi
pokok sep® kaian. seluruh harta
makanah p ' kekayaan debitur
buku'buku, ceria paik pada saat
peﬂengkap;m ernyataan pailit itu
yans sang? diputuskan maupun
dipef]ukan an diterangkan
selama kepailitan
perlangsung: Adapun
parang-barans yang
tidak dikenai pailit
adalah alat
erlengkapanl tidur,
erlengkapan kerja,
puku-buky, gaji,
uang nafkah, uang
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_________.——F/
T  anaknya.

Keputusan pailit
mengakibatkan |
keputusan mengenai :
harta kekayaan yang
ada sebelumnyd
menjadi gugul-
Debitur-tidak berhak
menentukan
kelanjutan

.

anjian

'perjanjian-perj
yang diadakan

sebelum putusan
ailit, dalam hal ini

icuratorlah yans

perhak memutuskan.
L

¢

Sumbe _
umber : dari data yans diolah
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m Islam
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entuan UU adanya

Sedangkan dalam ket

yang ada sebelumnya yang

maka hakim boleh menahannya.

k -

eputusan pailit maka keputusan-keputusan
menyangkut harta kekayaan debitur menjadi gugul termasuk hukuman
kan. Kemudian apabila debitur pailit (muflis)

paksaan badan harus dibatal
‘1iki harta ril maka ia

gnya hanya

erti ini tidak ditemukan

ditunggu sampai mas
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tentuan UU.
undang-undang memiliki

akibat yang hampi
pengampuan sehingg? ia a
m .. dalam un
enggunakan hartanya-
tersebut sel
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